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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONBSIA

NOMOR 6 TAHUN 2O1B

TENTANG

PtrTUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

KEPALA BADAN KtrPtrGAWAIAN NEGARA RtrPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional

Analis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan

Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5949);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OIO Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor I2I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2OI7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2A72 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 235);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20 13 tentang Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 20 18 tentang

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OIB Nomor 36);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI4 Nomor 998), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun

2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI5 Nomor 12821;

4.

5.

7.

B.

6.
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis

Transaksi Keuangan tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Badan ini,

dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2O18 tentang

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Badan

ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh

Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis

Transaksi Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2018

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATU RAN PERU N DANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT8 NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya
GAWAIAN NEGARA

ndang-undangan,

Aifrr.-e

Dire

li Kurniatri
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

I. PBNDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 20 18 telah ditetapkan

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2

Tahun 20 18 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Fungsional Analis

Transaksi Keuangan.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang

secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang

berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2

Tahun 2OI8 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pe ffiindahan, dan

pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Analis Transaksi adalah jabatan yang

memplrnyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak untuk melakukan Analisis Transaksi Keuangan.

Analisis Transaksi Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan

untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme, yang meliputi pelaporan, analisis,

pemeriksaan, riset, kerja sama, pengawasan kepatuhan, serta

hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan

yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas untuk
menilai prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah

rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan danlatau

akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh

Analis Transaksi Keuangan dalam rangka pembin aan karier yang

bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit

minimal yang harus dicapai oleh Analis Transaksi Keuangan

sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

Karya Tulis lKarya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,

pengembangan, dan hasil kajianlpenelitian yang disusun oleh

Analis Transaksi Keuangan baik perorangan atau kelompok.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

11.
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12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Analis Transaksi Keuangan dan bukan pemberhentian sebagai

PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN

RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan yaitu melaksanakan Analisis

Transaksi Keuangan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan merupakan jabatan

fungsional kategori keahlian.

2. Jenjang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dari yang

paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama;

b. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;

c. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan

d. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama.

3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:

a. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a; dan

2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda:

1) Pangkat Penata, golongan ruang III I c; dan

2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya:

1) Pangkat Pembina, golongan ruanglY la;
2l Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb; dan

3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc.
d. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama:

1) Pangkat Pembina Utama Madyr, golongan ruanglV ld; dan

2l Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-

masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan

sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka

Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
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Contoh:

Sdri. Dian Adelia, SE, M.Si, NIP. 198505102009032001, pangkat

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIIlb. Yang bersangkutan

akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai

dari unsur:

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit.

b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.

c. Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan,

sebesar 6 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar

I 58.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Dian

Adelia, SE, M.Si, sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan ruang

yang dimilikinya yakni Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama,

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
Dalam hal penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan berdasarkan jumlah

Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan,

pangkat, dan golongan ruang dapat tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr, Amir Patah, SE., MM., NIP. I97 10705 199503 100 1 , pangkat

Pembina, golongan ruang lY la, jabatan Kepala Subbagian Tata

Usaha. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan

Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Amir Patah, SE,

MM, memperoleh 37O (tiga ratus tujuh puluh) Angka Kredit, dengan

perincian sebagai berikut:

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;

b. Diklat fungsionallteknis yang mendukung tugas Analis

Transaksi Keuangan sebesar 10 Angka Kredit;

c. Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan, 160

Angka Kredit;

d. Pengembangan profesi sebesar 2A Angka Kredit;
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e. Penunjang tugas Analis Transaksi Keuangan sebesar 30 Angka

Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Amir Patah,

SE., MM., sebesar g7O (tiga ratus tujuh puluh), maka penetapan

jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat

dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Analis Transaksi Keuangan

Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruanglY la.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Analis Transaksi Keuangan yang dapat

dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka t huruf a, terdiri

atas:

a. pendidikan;

b. Analisis Transaksi Keuangan; dan

c. pengembangan profesi.

3. Sub unsur dari Lrnsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2,

terdiri atas:

a. pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh tjazah'lgelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsionallteknis di bidang

Analisis Transaksi Keuangan serta memperoleh Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat; dan

3. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pendidikan dan pelatihan

terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan.

b. Analisis Transaksi Keuangan, meliputi bidang:

1. Pelaporan;

2. Analisis;

3. Pemeriksaan:

4. Riset;

5. Kerja Sama;

6. Pengawasan Kepatuhan; dan

7 . Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
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c. pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang anti tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;

2. penerjemahan lpenyaduran buku dan bahan lainnya di bidang

anti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;

dan

3. membuat buku pedomarrlketentuan pelaksanaan/ketentuan

teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan.

4. Unsur penunj&ng, meliputi:

a. pengajar lpelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau

teknis di bidang Analisis Transaksi Keuangan;

b. peran serta dalam seminar lLokakaryalkonferensi terkait Analisis

Transaksi Keuangan;

c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

e. perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan

f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS KEGIATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama,

meliputi:

I 
:]tHJ,l:lil1l-,#l'0", Kantor pengawasan perayanan Bea

dan Cukai:

1) melakukan identifikasi dan memberikan notitikasi kepada

pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan

Cukai yang melakukan registrasi pelaporan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
keperluan database pelaporan; dan

2l memberikan persetujuan terkait registrasi pelaporan,

pengkinian petugas pelapor, petugas penghubung, dan

petugas administrator pihak pelapor dan kantor

Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai;

b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor

dan pihak terkait lainnya:
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1) melakukan evaluasi atas laporan transaksi keuangan

mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan

transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri,

atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, dari

pihak pelapor guna identifikasi laporan yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) memberikan umpan balik terkait laporan transaksi

keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan

tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke

luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas

batas elektronis yang dikirimkan kepada Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) pengolahan dan penyediaan data Sistem Informasi

Pengguna Jasa Terpadu yang diterima dari pihak pelapor.

penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman

pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan:

1) melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawas dan

pengatllr, asosiasi, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya

dalam rangka menerima masukan dan harmonisasi

penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman bagi

pihak pelapor; dan

2) menyusun daftar inventarisasi masalah atau matriks

perbandingan ketentuan dan f ataw kajian substansial atau

naskah akademis rancangan pedoman mengenai pelaporan.

peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui

penyediaan layanan bantllan, bimbingan teknis, asistensi, dan

pelatihan:

1) menindaklanjuti pertanyaan atau pengaduan dari pihak

pelapor yang disampaikan melalui surat elektronik, surat,

aplikasi, atau telepon; dan

2) mengkaji data dan informasi guna pemetaan kebutuhan

pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak

pelapor yang berbasis risiko.

pengelolaan data direktori dengan melaksanakan pengelolaan

database pelaporan berdasarkan data populasi pihak pelapor

atau pihak terkait lainnya, data jumlah pihak pelapor atau

d.

e.
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pihak terkait lainnya yang telah melakukan registrasi dan data

pihak pelapor atau pihak terkait lainnya yang telah melakukan

pelaporan serta pengkinian data pihak pelapor atau pihak

terkait lainnya, serta menyusun statistik pelaporan untuk

informasi bagi para pemangku kepentingan di internal Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. bidang Analisis, meliputi:

a. pra analisis:

1) melakukan penelaahan awal atas laporan transaksi

keuangan mencurigakan secara mandiri;

2) melakukan penelaahan awal atas pengaduan masyarakat;

3) melakukan penelaahan awal atas laporan pembawaan uang

tunai lintas batas yang mencurigakan;

4) melakukan penelaahan awal atas spontaneous information

dari financial intelligence unit negara lain;

5) melakukan penelaahan awal atas kasus yang menjadi

kepentingan umum atau perhatian publik;

6) melakukan penelaahan awal atas hasil audit khusus;

7) melakukan penelaahan awal atas hasil analisis dinamis;

dan

B) melakukan penelaahan awal atas permintaan informasi dari

penyidik atau instansi atau financial intelligence unit negara

lain.

b. pelaksanaan analisis:

1) melakukan identifikasi informasi atau data transaksi

keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan dari

penyidik, instansi, atau financial intelligence unit negara

lain;

2\ menyusun konsep hasil analisis final proaktif dengan

kompleksitas sedang;

3) menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan

kompleksitas sedang;

4l menyusun konsep informasi final proaktif dengan

kompleksitas sedang;

5) menyusun konsep informasi final reaktif dengan

kompleksitas ringan;
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6) men)rusun konsep informasi final reaktif dengan

kompleksitas sedang; dan

7) menyusun konsep laporan intelijen kepada financial

c. ,^"::t::;-", 
unit nesara lain dengan kompleksitas sedang'

1) melakukan pengumpulan atas jawaban kuesioner umpan

balik hasil analisis yang disampaikan oleh penyidik; dan

2)il:'"-'-,,;';,*"Til::,,-T.:.":Ti:r#;-"":::

penyidikannya.

3. bidang Pemeriksaan, meliputi:

a. Pra pemeriksaan:

1) mengidentifikasi dan mengeksplorasi data laporan transaksi

keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan

tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke

luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas batas,

hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi

kependudukan, data sistem administrasi badan hukum,

data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi

Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan

penyelenggara negara, atau, data atau informasi lainnya

yang berasal dai media massa, media sosial, internet, dan

lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak

pelapor;

2) membuat tabulasi data atas pengidentifikasian dan

pengeksplorasian data laporan transaksi keuangan

menclrrigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan

transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri,

laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis,

atau hasil audit khusus;

3) melakukan analisis data dan informasi atas data laporan

transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi

keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana

dari dan ke luar negeri, laporan pembawaan uang tunai

lintas batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus yang

telah dikumpulkan dan diidentifikasi; dan
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4) membuat hasil telaahan yang komprehensif yang memuat

dasar telaahan, ringkasan kasus, ketersediaan data,

identifikasi data dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan

yang memuat predikasi dan hipotesis awal serta

rekomendasi;

b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:

1) men5rusun surat pemberitahuan, surat permintaan data

dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor;

2) menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan

permintaan dokumen kepada penyedia jasa keuangan yang

menjadi tempat pemeriksaan ketika melakukan entry

meeting dan pelaksanaan pemeriksaan ;

3) melakukan wawancara kepada pihak pelapor dan pihak

terkait;

4) melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang berupa akses

data dan informasi dari perangkat, dokumen informasi,

sistem atau basis data tertentu, melakukan konfirmasi

yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis

kepada pihak ketiga, melakukan analisis data dan informasi

yang diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening,

melakukan pengambilan gambar atau suara,

mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang

teridentifikasi terdapat indikasi tindak pidana asal

danlatau tindak pidana pencucian uang, mengumpulkan

bukti transaksi yang didapat dan membuat daftar

dokumen;

5) menyusun hasil pemeriksaan lapangan yang meliputi,

kertas kerja pemeriksaan, membuat Jlow chart atau skema

keterkaitan pihak terperiksa, para pihak, aliran dana,

keterangan terkait lainnya yang diperlukan serta dugaan

atau indikasi pidana; dan

6) melakukan kompilasi data atau informasi transaksi

keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang

atau tindak pidana asal untuk melakukan persiapan

penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
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7l penyusunan hasil pemeriksaan dengan menyusun surat

penyampaian laporan hasil pemeriksaan ke kepolisian atau

kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil

pemeriksaan ke penyidik lain;

c. kegiatan pasca pemeriksaan:

1) menyampaikan surat kepada penyedia jasa keuangan

terkait pemberitahuan dan apresiasi atas selesainya

pemeriksaan;

2) mendokumentasikan dokumen hasil pemeriksaan beserta

seluruh data pendukung disimpan sesuai prosedur

penyimpanan arsip atau dokumen pada penata usaha;

3) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal atau

eksternal atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama

satu tahun;

4\ pengumpulan umpan balik dan menyusun analisa umpan

balik atas kualitas laporan hasil pemeriksaan untuk

memaksimalkan penggunaan laporan atau informasi hasil

pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dalam

penanganan kasus tindak pidana pencucian uang;

5) melakukan permintaan data tambahan ke penyedia jasa

keuangan dan menganalisanya sesuai permintaan dari

penyidik atau penyelidik setelah laporan hasil pemeriksaan

disampaikan sesuai perkembangan hasil penyelidikan atau

penyidikan;

6) melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum

terkait perkembangan penyelidikan dan penyidikan; dan

7) membuat berita acara hasil koordinasi dengan aparat

penegak hukum.

bidang Riset, meliputi:

a. kebijakan riset dengan melaksanakan kegiatan penyiapan

ru.musan kebijakan di bidang riset;

b. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana pendanaan terorisme:

1) melakukan kegiatan penyiapan penyusunan kerangka

acuan kerja;

2) persiapan pelaksanaan survei;

3) pengawasan pelaksartaan survei; dan
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4) penyusunan analisis hasil indeks persepsi;

c. laporan statistik:

1) mengumpulkan bahan data statistik;

2l melakukan pengolahan data statistik'

3) menyusun laporan statistik;

4) men)rusun statistik khusus; dan

5) melaksanakan kegiatan diseminasi laporan statistik;

d. laporan hasil riset:

1) melaksanakan kegiatan pengumpulan data;

2l melakukan pengolahan data riset;

3) melakukan analisis data; dan

4) men5rusun kajian literatur riset;

e. laporan kajian tematik dengan menyusun laporan kajian

tematik;

f. regional risk assess ment dengan melakukan kegiatan regional

risk assessment;

g. data mining dengan melakukan kegiatan data mining;

5. bidang Kerja Sama, meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian

diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi

keuangan:

1) mendiseminasi dokumen hasil analisis atau hasil

pemeriksaan secara offline kepada instansi penyidik tindak

pidana pencucian uang atau dokumen informasi kepada

instansi peminta;

2l mengumpulkan bahan koordinasi dengan instansi penegak

hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut hasil

analisis, hasil pemeriksaan, informasi lainnya terhadap

penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau

tindak pidana lainnya atau terkait hal lainnya;

3) melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut

hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang diserahkan

kepada penyidik untuk mendukung penanganan perkara

tindak pidana pencucian uang atau tindak lanjut informasi

yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait

atau tindak lanjut informasi yang disampaikan kepada

financial intelligence unit negara lain; dan
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4) mempersiapkan bahan kegiatan asistensi atau bantuan

teknis dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait

lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak

pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya,

pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian

uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:

1) mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait

mengenai pelaksanaan kerja sama dalam negeri sebagai

upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan;

2) mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait

mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri sebagai

upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan;

3) mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau

dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri guna

mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin; dan

4l mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau

dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara

lain guna mengefektifkan kerja sama yang telah terjalin.

pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan

terorisme:

1) mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Komite

Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai up aya

meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

2l mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat Tim

Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar

instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang;

3) mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Kelompok

Ker:a Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian

Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi

C.
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dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang;

mempersiapkan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi

tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan

mempersiapkan pelaksanaan dan bahan koordinasi

pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang atau pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang.

d. pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan

organisasi internasional:

1) mengumpulkan bahan penyusunan mutual eualuation

progress report atau laporan sejenis untuk memenuhi

kewajiban sebagai anggota Asia Pasifi"c Group on Money

Laundedng;

mengumpulkan bahan penyusunan member status report

atau dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai

anggota Asia Pasifi.c Group on Moneg Laundering;

mengumpulkan bahan penyusunan laporan tindak lanjut

atau dokumen sejenis untuk Financial Action Task Force;

mengumpulkan data penyusunan country report atau

dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai

anggota Egmont Group;

mengumpulkan bahan analisis kesesuaian kebijakan dan

prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi

internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka

domestik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme dengan standar internasional;

4)

s)

2l

3)

4)

s)
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6) mengumpulkan bahan penyusunan laporan perkembangan

rezLm anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau

dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, G2O,

Asian Pasific Economic Coorporation dan organisasi

internasional lainnya; dan

7l memfasilitasi keikutsertaan perwakilan Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan dalam forum

internasional.

bidang Pengawasan Kepatuhan, meliputi:

a. pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus:

1) membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar audit;

2) melakukan audit pendahuluan berdasarkan data dan

informasi yang telah ada;

menyiapkan laporan hasil audit pendahuluan;

melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip

mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait peran

aktif direksi, komisari, atau pengurus;

melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip

mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait

kebijakan dan prosedur;

6) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip

mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait

pengendalian intern;

7l melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip

mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait

sistem informasi;

8) melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip

mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait

sumber daya manusia dan pelatihan;

9l melakukan wawancara dengan karyawan auditee untuk
mengetahui proses bisnis auditee;

meneliti dokumen transaksi auditee dan kelengkapannya;

melakukan pengolahan data dan analisis transaksi

pengguna jasa berupa uji petik untuk menentukan apakah

suatu transaksi memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai

laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan

3)

4)

s)

10)

11)



-20-

transaksi keuangan tunai, laporan transfer dana dari dan

ke luar negeri, atau laporan transaksi;

12) membuat kertas kerja audit;

13) membuat konsep hasil audit berupa temuan danlatau

rekomendasi;

14) memberikan dan mengkomunikasikan konsep hasil audit

ke .auditee;
15) membuat laporan hasil audit;

16) membuat surat bina ke auditee;

17) membuat surat pemberitahuan hasil audit ke lembaga

pengawas dan pengatur; dan

18) melakukan pengarsipan atas dokumen-dokumen audit;

b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:

1) memasukan temuan yang harus dilakukan pemantauan

pada matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan;

dan

2) membuat dan mengirimkan surat peringatan ke auditee

7 bidang T:::"":::" :1.ffi'::"-':::T:ffi:::',.,li;-me,
meliputi:

a. menyiapkan bahan terkait kebijakan hukum di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal;

b. menyiapkan bahan terkait penyusunan telaahan atas usulan

kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme dan manajemen internal;

c. menyiapkan dan penghimpunan bahan terkait penyusunan

kajian substansial naskah akademik;

d. menyiapkan bahan terkait penyusunan tanggapan hukum atas

permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;

e. menyiapkan bahan penyelarasan kebijakan hukum di bidang

anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal;

f. diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang

dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke

pemangku kepentingan dan masyarakat:
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1) melakukan persiapan diseminasi;

2) men1rusun laporan diseminasi; dan

3) menyiapkan bahan kompilasi dokumentasi informasi

hukum.

g. menyiapkan bahan terkait proses uji materiil yang

menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan sebagai Pihak Terkait;

h. melaksanakan kegiatan penyiapan kerangka hukum dalam

rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme;

i. bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan

terorisme:

1) melakukan persiapan pemberian bantuan hukum di dalam

dan di luar pengadilan; dan

2l men1rusun bahan penanganan perkara di persidangan dan

praperadilan.

j. penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi

dengan melakukan persiapan penanganan keberatan

penghentian sementara transaksi;

k. pemberian keterangan ahli dengan menyiapkan bahan

pemberian keterangan ahli;

1. pen)rusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme:

1) mengumpulkan bahan telaahan kajian hukum;

2l mengLrmpulkan bahan sekunder penelitian kajian hukum;

dan

3) mengumpulkan bahan laporan penelitian kajian hukum.

m. pendapat hukum atau pertimbangan hukum dengan

menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum;

n. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang:

1) menyiapkan bahan anotasi putusan perkara tindak pidana

pencucian uang; dan

2\ melakukan diseminasi anotasi putusan perkara tindak
pidana pencucian uang.

o. rekomendasi pengenaan sanksi dengan membuat usulan

pengenaan sanksi;
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p. permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang:

1) mempersiapkan bahan proses penyusunan tafsir atau fatwa

di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

dan

2) diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang

dan pendanaan terorisme.

ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, meliputi;

1. bidang Pelaporan, meliputi:

a. registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan

Bea dan Cukai:

1) mengkaji mengenai registrasi pelaporan pihak pelapor atau

Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai; dan

2) mengkaji perubahan atau pengkinian profil pihak pelapor

atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai.

b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor

dan pihak terkait lainnya:

1) melakukan verifikasi untuk laporan transaksi keuangan

mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan

transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri,

atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas yang telah

sesuai ketentuan; dan

2) melakukan monitoing dan evaluasi pemberian umpan balik

terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan

transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan

transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan

pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang

dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan, yang belum sesuai dengan ketentuan.

c. pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak

pelapor dengan mengusulkan pembinaan dan pengenaan

sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak

melaksanakan kewajiban pelaporan dan Sistem Informasi

Pengguna Jasa Terpadu sesuai ketentuan;
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d. optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan

melakukan evaluasi kualitas data pelaporan yang disampaikan

oleh setiap pihak pelapor dengan menggunakan aplikasi;

e. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman

pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan

menyusun atau mengubah rancangan ketentuan dan pedoman

pelaporan bagi pihak pelapor;

f. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui

penyediaan layanan bantrlan, bimbingan teknis, asistensi, dan

pelatihan:

1) men1rusun rekapitulasi pemberian layanan bantuan setiap

triwulanan kepada pimpinan yang berisikan kendala dan

solusi;

2) melaksanakan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis

bagi pihak pelapor; dan

3) melaksanakan evaluasi pedoman dan ketentuan internal

pihak pelapor berdasarkan kesesuaian antara pedoman dan

ketentuan internal dengan peraturan yang telah ditetapkan

agar pedoman dan ketentuan internal yang disusun oleh

pihak pelapor memenuhi ketentuan.

g. memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna

optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan

terorisme oleh pihak pelapor dengan melaksanakan kajian dan

penyusLlnan rekomendasi kepada pemerintah untuk
meningkatkan upaya pencegahan anti pencucian uang atau

pencegahan pendanaan terorisme oleh pihak pelapor;

h. tindak lanjut atas permohonan penundaan transaksi dengan

melaksanakan tindak lanjut atas laporan penundaan transaksi

berdasarkan standar prosedur operasi penanganan penundaan

transaksi guna memastikan penundaan transaksi yang

dilakukan oleh penyedia jasa keuangan telah sesuai dengan

ketentuan; dan

i. sistem penjaminan mutu data pelaporan berupa menilai

kualitas mutu produk dan proses pengelolaan data pelaporan.

2. bidang Analisis, meliputi:

a. pra analisis:
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1) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran

informasi dengan financial intelligence unif negara lain; dan

2) melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran

informasi den gar' pihak pelapor atau instansi lain;

b. pelaksanaan analisis:

1) melakukan identifikasi informasi atau data transaksi

keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil analisis

sementara;

2) menyusun hasil analisis sementara;

3) melakukan kegiatan koordinasi, pengambilan dan verifikasi

data;

4l melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau

eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep

hasil analisis;

5) men5rusun konsep hasil analisis final proaktif dengan

kompleksitas berat;

6) menyusun konsep hasil analisis final reaktif dengan

kompleksitas berat;

7) melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau

eksternal dalam rangka pendalaman penyusunan konsep

informasi;

8) menyusun konsep informasi final proaktif dengan

kompleksitas berat; dan

9) menyusun konsep informasi final reaktif dengan

kompleksitas berat.

c. pasca analisis:

1) melakukan tindak lanjut atas penundaan transaksi yang

dilakukan oleh penyedia jasa keuangan;

2l menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan

penghentian sementara transaksi;

3) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan

pemeriksaan terhadap hasil analisis;

4) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan intersepsi

atau penyadapan kepada instansi penegak hukum;

5) menyusun konsep rekomendasi untuk dilakukan audit

khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis;
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6) men)rusun konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat

yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan

pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

7l mengumpulkan dan mengolah data untuk kepentingan

analisis dinamis;

8) melakukan analisis untuk kepentingan analisis dinamis;

9) mengkoordinasikan kegiatan analisis dinamis;

10) melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan transaksi

keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan

tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke

luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas

batas informasi tambahan dalam rangka pelaksanaan

analisis;

1 1) men5,rlrsun konsep usulan pengen aatT sanksi terhadap

pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis; dan

12) melaksanakan kegiatan dalam kaitannya dengan analisis.

d. sistem penjaminan mutu hasil analisis berupa menilai kualitas

mutu produk dan proses pengelolaan hasil analisis.

bidang Pemeriksaan, meliputi:

a. pra pemeriksaan:

1) melakukan penelaahan data dengan cara menganalisis data

dan informasi yang telah terkumpul dengan menggunakan

analgtical tool yang tersedia;

2l memformulasikan data dan informasi transaksi keuangan

yang telah dianalisis dengan data dan informasi lain yang

diperoleh dalam rangka menemukan indikasi awal atas

dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana

asal dalam rangka foltow the moneg dan follow the suspect;

3) melakukan gelar kasus awal untuk menentukan telaahan

kasus dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tidak;

4) membuat resume hasil telaahan yang memuat substansi

pokok kasus, hipotesa awal, predikasi dan kesimpulan awal

mengenai adanya indikasi tindak pidana asal dan tindak

pidana pencucian uang;

5) men5rusun program kerja pemeriksaan; dan

6) menyusun rencana pemeriksaan.
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pelaksanaan pemeriksaan lapangan :

1) meriviu surat pemberitahuan, surat permintaan data dan

informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor;

2) meriviu atas penyampaian surat pemberitahuan riksa dan

permintaan data atau informasi saat entry meeting dengan

menyampaikan latar belakang pemeriksaan;

3) memimpin pelaksanaan wawancara kepada pihak pelapor

dan yang terkait;

4) memimpin pelaksanakan pemeriksaan di lapangan yang

meliputi akses data dan informasi dari perangkat, dokumen

informasi, sistem atau basis data tertentu, konfirmasi

pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga,

analisis data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas

kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan gambar

atau suara, melakukan pendokumentasian setiap transaksi

keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak

pidana asal dan f atau tindak pidana pencucian uang,

mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan membuat

daftar dokumen;

5) meriviu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan;

6) meriviu hasil analisa pemeriksaan lapangan;

7) meriviu pembuatan kompilasi data atau informasi transaksi

keuangan yang berindikasi tindak pidana asal atau tindak

pidana pencucian uang untuk melakukan persiapan

penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan

8) menilai kualitas hasil pemeriksaan yang disusun oleh tim

pemeriksa.

penyusunan hasil pemeriksaan:

1) melakukan gelar perkara internal kepada pimpinan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

2) men5rusun laporan atau informasi hasil pemeriksaan;

3) menyusun matriks unsur tindak pidana; dan

4) melakukan gelar perkara eksternal.

sistem penjaminan mutu hasil pemeriksaan berupa menilai

kualitas mutu produk dan proses pengelolaan hasil

pemeriksaan.

c.

d.
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4. bidang Riset, meliputi:

a. kebijakan riset:

1) merumuskan rencana kerja di bidang riset; dan

2) melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan

standar operasional prosedur Riset.

b. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana pendanaan terorisme:

1) pengawasan penyusunan indeks;

2) penyusunan laporan indeks; dan

3) diseminasi hasil indeks.

c. laporan statistik:

1) menJrusun dan meriviu desain output statistik; dan

2) melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan

statistik.

d. laporan hasil riset:

1) melakukan persiapan pelaksanaan riset;

2) melakukan riviu hasil pengolahan data;

3) melakukan riviu hasil analisis data;

4) melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyusunan

laporan riset bersama;

5) menyusun laporan hasil riset;

6) melaksanakan kegiatan diseminasi laporan hasil riset; dan

7l melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan

hasil riset.

e. laporan kajian tematik dengan melakukan supervisi kegiatan

penyusunan kajian tematik.

f. national risk assessment:

1) melakukan persiapan pelaksanaan national nsk

assessment;

2) menJrusun laporan national risk assessment;

3) melaksanakan tindak lanjut rekomendasi national risk

assess ment; dan

4) melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi national

risk assessment.

g. regional nsk assessment dengan meriviu laporan kegiatan

dalam rangka pelaksanaan regional llsk assess ment;
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h. data mining dengan melakukan riviu kegiatan data mining; dan

i. sistem penjaminan mutu hasil riset berupa menilai kualitas

mutu produk dan proses pengelolaan hasil riset.

bidang Kerja Sama, meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian

diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi

dengan menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan

instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak

lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan terhadap

penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau tindak

pidana lainnya atau hal terkait lainnya;

b. pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian

uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:

1) melaksanakan kegiatan asistensi atau bantuan teknis

dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait

lainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak

pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;

2) menyelenggarakan koordinasi tindak lanjut kegiatan

asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak

hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung

penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana lainnya;

3) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan

instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam

negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

4) menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dengan

instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar

negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

5) melaksanakan penjajakan kerja sama dengan instansi

dalam negeri sebagai upaya perluasan kerja sama melalui

penand atanganan nota kesepahaman atau dokumen

sejenis;

6) melaksanakan penjajakan kerja sama dengan financial
intelligence unif negara lain terkait sebagai upaya perluasan
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kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman

atau dokumen sejenis;

7) menlrusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota

kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam

negeri; dan

8) men5rusun konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota

kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial
intelligerlce unit negara lain.

pengkoordinasian dalam penyusLlnan rencana aksi tahunan

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan

terorisme:

1) melakukan evaluasi terhadap bahan pertemuan Komite

Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya

meningkatkan sinergi antar instansi dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

2) mengoordinasikan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar

instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang;

3) menyusun rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu

strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang;

4l menyelenggarakan atau mengikuti rapat Tim Pelaksana

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai

upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang;

5) menyelenggarakan atau mengikuti rapat Kelompok Kerja

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai

upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam
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pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang;

menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam

penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang; dan

menyelenggarakan atau mengikuti koordinasi dalam

pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi nasional

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

d. pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan

organisasi internasional ;

1) menyusun mutual eualuation progress report atau laporan

sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia

Pasific Group on Money Laundering;

menyusun member status report atau dokumen sejenis

untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia Pasific

Group on Money Laundering;

menyusun laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis

untuk Financial Action Task Force;

menyusun country report untuk memenuhi kewajiban

sebagai anggota Egmont Group;

men)rusun rancangan analisis kesesuaian kebijakan dan

prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana

pendan aan terorisme dengan standar yang dikeluarkan oleh

organisasi internasional untuk mencapai kesesuaian antara

kerangka domestik anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme dengan standar internasional;

mewakili Fusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

dalam forum internasional terkait anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme;

men5rusun laporan perkembangan rezrm anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi

Perserikatan Bangsa Bangsa , G2O, Asia Pasific Economic

6)

7\

2)

3)

4)

s)

6)

7)
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Cooperation, INTERPOL dan organisasi internasional

lainnya;

8 
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uang; dan

9) mengelola pelaksanaan bantuan dari lembaga atau negara

donor;

e. sistem penjaminan mutu Kerja Sama berupa menilai kualitas

mutu pelaksanaan kerja sama.

6. bidang Pengawasan Kepatuhan, meliputi:

a. pelaksanaan audit kepatuhan dan latau audit khusus audit

khusus:

1) membuat penilaian risiko terhadap pihak pelapor;

2l membuat usulan objek yang akan diaudit;

3) membuat audit plan yang terdiri dari tujuan audit, kriteria

audit, ruang lingkup audit, daftar permintaan data,

prosedur audit, audit timetable, peran dan tanggung jawab

setiap anggota tim, dan logistik;

4) melakukan komunikasi dengan tim audit terdahulu untuk
mengetahui hal-hal apa saja yang perlu mendapat

perhatian terhadap auditee;

5) melaksanakan entry meeting dengan menjelaskan kepada

auditee tujuan audit, ruang lingkup audit, waktu

pelaksanaan audit dan personil yang akan melaksanakan

audit; dan

6) melakukan penilaian atas kecukupan sistem informasi

pemantauan pengguna jasa dan sistem informasi pelaporan

yang dimilikr auditee.

b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:

1) melakukan pemantauan terkait rekomendasi perbaikan

sistem dengan melihat surat-surat masuk dari auditee

mengenai penyampaian progres perbaikan sistem;

2l melakukan pemantauan terkait laporan-laporan yang harus

disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan oleh auditee dengan melihat pada aplikasi

Gathering Reports and Information Processing System; dan
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3) membuat laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi ke

auditee setelah seluruh rekomendasi hasil audit

dilaksanakan oleh auditee'.

c. memimpin audit:

1) memimpin kegiatan audit pada entry meeting;

2) memimpin kegiatan penilaian prinsip mengenali pengguna

jasa;

3) memimpin kegiatan uji petik transaksi;

4l meriviu konsep hasil audit; dan

5) menutup kegiatan audit pada exit meeting.

d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kepatuhan dengan

lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi dengan

mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan

pengawasan kepatuhan;

e. sistem penjaminan mutu hasil audit berupa menilai kualitas

mutu produk dan proses pengelolaan hasil audit;

7 . bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,

meliputi:

a. penyusunan rumusan kebijakan hukum di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal;

b. penyusunan telaahan atas usulan kebijakan hukum di bidang

anti pencucian uang dan pendan aarr terorisme dan manajemen

internal:

1) menelaah usulan kebijakan hukum di bidang anti

pencucian dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal; dan

2) 
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manajemen internal.

c. penyusunan kajian substansial naskah akademik:

1) menyusun konsep kajian substansial; dan

2l menyusun laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian

substansial.

d. tanggapan hukum atas permasalahan penerapan kebijakan di

bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan

manajemen internal:
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1) melaksanakan penyusunan tanggapan hukum; dan

2) men5rusun laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan

hukum;

e. penyelarasan kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang

dan pendanaan terorisme dan manajemen internal:

1) melaksanakan penyelarasan kebijakan hukum di bidang

anti pencucian yang dan pendanaan terorisme dan

manajemen internal; dan

2) menyusun laporan hasil penyelarasan kebijakan hukum di

bidang anti pencucian dan pendanaan terorisme dan

manajemen internal ;

f. diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang

dan pendanaan terorisme dan manajemen internal ke

pemangku kepentingan dan masyarakat;

1) melaksanakan diseminasi kebijakan hukum di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat; dan

2) melaksanakan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi

informasi hukum

g. menyusun keterang&fl, jawaban, atau tanggapan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses uji
yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan sebagai Pihak Terkait,

h. merumuskan kerangka hukum dalam rangka pemenuhan

standar internasional di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme;

i. bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan

terorisme:

1) melaksanakan pemberian bantuan hukum di dalam dan

diluar pengadilan;

2l men)rusu.n laporan pelaksanaan bantuan hukum di dalam

dan diluar pengadilan;

3) melakukan riviu bahan penanganan perkara di persidangan

dan praperadilan; dan

4) menyusun laporan penanganan perkara di persidangan dan

praperadilan.
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j. penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi

dengan melaksanakan penanganan keberatan penghentian

sementara transaksi;

k. pemberian keterangan ahli:

1) melaksanakan gelar perkara; dan

2) menyusun laporan pemberian keterangan ahli;

l. penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme:

1) men5rusun telaahan kajian hukum;

2) men)rusun proposal penelitian kajian hukum;

3) men5rusun kuesioner penelitian hukum;

4) menetapkan sampel penelitian hukum;

5) melakukan wawancara dengan narasumber;

6) mengolah data hasil penelitian kajian hukum; dan

7) menyusun laporan penelitian kajian hukum;

m. pendapat hukum atau pertimbangan hukum:

1) men5rusun pendapat hukum; dan

2) penyusunan laporan pendapat hukum;

n. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dengan

menyusun anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian

uang;

o. rekomendasi pengenaan sanksi:

1) melakukan validasi data dan fakta serta menyusun

pertimbangan hukum untuk pengen aan sanksi; dan

2\ meriviu usulan pengenaan sanksi;

p. permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang:

1) men5rusun tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang

dan pendanaan terorisme; dan

2) melaksanakan proses permohonan tafsir atau fatwa di

bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

q. sistem penjaminan mutu hukum anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme berupa menilai kualitas mutu produk dan

proses hukum anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
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C. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, meliputi:

1. bidang Pelaporan, meliputi:

a. registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan

Bea dan Cukar:

1) monitoring dan mengevaluasi mengenai registrasi pelaporan

pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan

Cukai; dan

2l monitoring dan mengevaluasi perubahan atau pengkinian

profil perusahaan pihak pelapor dan Kantor Pengawasan

Pelayanan Bea dan Cukai.

pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak pelapor

dan pihak terkait lainnya:

1) menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan,

laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi,

laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan

pembawaan uang tunai lintas batas kepada Direktorat

Analisis Transaksi melalui aplikasi pelaporan;

2l melakukan supervisi pelaksanaan pemberian umpan balik

terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan

transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan

transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan

pembawaan uang tunai lintas batas elektronis yang

dikirimkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan, apabila belum sesuai dengan ketentuan; dan

3) melakukan supervisi dan pemantauan pihak pelapor yang

belum menyampaikan data Sistem Informasi Pengguna Jasa

Terpadu.

pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak

pelapor dengan melakukan evaluasi atas usulan pembin aan

kepada pihak pelapor dan penerusan usulan pengenaan sanksi

administratif kepada unit terkait;

optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan

melakukan supervisi hasil evaluasi kualitas data dari setiap

laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor dan tindak lanjut

yang perlu dilakukan;

b.

C.

d.
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e. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman

pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan

melakukan supervisi dan pemberian usulan penyusunan atau

perubahan rancangan ketentuan dan pedoman pelaporan bagi

pihak pelapor;

f. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui

penyediaan layanan bantrran, bimbingan teknis, asistensi, dan

pelatihan:

1) melakukan supervisi dan monitoring pemberian layanan

bantuan yang harus ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari

kerja;

2) melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan

pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis bagi pihak

pelapor; dan

3) memberikan persetujuan atas hasil evaluasi pedoman dan

ketentuan internal pihak pelapor;

g. pemberian rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi

anti pencucian uang dan pendan aarr terorisme oleh pihak

pelapor dengan melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi

yang diberikan kepada pemerintah;

2. bidang Analisis, meliputi:

a. pelaksanaan analisis:

1) melakukan supervisi atas identifikasi informasi atau data

transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar

permintaan dari instansi lain atau financial intelligence unit

negara lain;

2l melakukan supervisi identifikasi informasi atau data

transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan

hasil analisis sementara;

3) melakukan supervisi kegiatan koordinasi, pengambilan dan

verifikasi data berupa penelitian setempat;

4) melakukan riviu terhadap usulan hasil analisis yang

diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;

5) melakukan riviu terhadap usulan informasi final yang

6, ::'ffi:"i:;ff 'ffif iffi::" i::# 
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intelligence unif negara lain dengan kompleksitas berat; dan
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7l melakukan riviu penyusunan laporan intelijen kepada

financial intelligence unit negara lain.

pasca analisis:

1) melakukan supervisi atas tindak lanjut penundaan

transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan;

2l melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi

untuk dilakukan penghentian sementara transaksi;

3) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi

untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis;

4l melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi

untuk dilakukan intersepsi atau penyadapan kepada

intansi penegak hukum;

5) melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi

untuk dilakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil

analisis;

6l melakukan supervisi penyusunan konsep rekomendasi

kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan

permohonan penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat;

melakukan riviu atas laporan analisis dinamis;

melakukan supervisi evaluasi terhadap kualitas laporan

transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi

keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana

dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang

tunai lintas batas atau informasi tambahan dalam rangka

pelaksanaan analisis;

9) melakukan supervisi penyusunan konsep usulan

pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam rangka

pelaksanaan analisis;

10) melakukan evaluasi atas jawaban kuesioner umpan balik

hasil analisis dan informasi yang disampaikan oleh

penyidik; dan

11) melakukan evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak

ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau

penyidikannya.

7)

8)
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bidang Pemeriksaan, meliputi:

a. pra pemeriksaan:

1) meriviu proses pengidentifikasian, pengeksplorasian,

pengidentifikasian dan analisis data laporan transaksi

keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan

tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke

luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas

batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data administrasi

kependudukan, data sistem administrasi badan hukum,

data informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi

Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan

penyelenggara negara, dan data atau informasi lainnya yang

berasal dai media massa, media social, internet, dan

lainnya atas nama pihak terperiksa, pihak terkait dan pihak

pelapor;

2) meriviu hasil telaahan yang komprehensif yang memuat

hal-hal sebagai berikut: dasar telaahan, ringkasan kasus,

ketersediaan data, identifikasi data dan pihak pelapor,

analisis, kesimpulan yang memLrat predikasi dan hipotesis

awal serta rekomendasi;

3) melakukan riviu atas gelar kasus awal yang akan

dilaksanakan;

4) melakukan riviu atas resume hasil telahaan yang telah

dibuat;

5) membuat penilaian terkait kelayakan hasil telahan untuk

dilanjutkan menjadi kegiatan pemeriksaan;

6l melakukan riviu terhadap penyusunan program kerja

pemeriksaan; dan

7l melakukan riviu atas penyusunan rencana pemeriksaan.

b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:

1) melakukan riviu atas pelaksanaan kegiatan wawancara

dengan memberikan petunjuk atau cara menggali informasi

yang diinginkan; dan

2l melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

pemeriksaan lapangan terkait kode etik Analis Transaksi

Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan

permintaan data atau informasi ke penyedia jasa keuangan;
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c. penyusunan hasil pemeriksaan:

1) meriviu pelaksanaan gelar perkara;

2) meriviu penyusunan laporan atau informasi hasil

pemeriksaan;

3) meriviu matriks unsur tindak pidana;

4) merumuskan usulan rekomendasi terkait intersepsi atau

penyadapan, analisis, audit, penghentian sementara

transaksi keuangan;

5) memberikan usulan desiminasi laporan atau informasi hasil

pemeriksaan kepada pihak penyidik dan instansi terkait

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;

6) meriviu pelaksanaan gelar perkara eksternal; dan

7l meriviu penyusunan surat penyampaian laporan hasil

pemeriksaan ke Kepolisian, Kejaksaan atau surat

penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik

lainnya;

d. pasca pemeriksaan:

1) meriviu pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal atas

pelaksanaan kegiatan pemeriksaan selama satu tahun; dan

2) melakukan riviu atas pelaksanaan koordinasi dengan

aparat penegak hukum;

4. bidang Riset, meliputi:

a. kebijakan riset:

1) merumuskan kebijakan di bidang riset; dan

2l melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset;

b. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana pendanaan terorisme:

1) menyusun kerangka acuan kerja; dan

2l meriviu laporan indeks;

c. laporan statistik dengan melakukan riviu penyusunan laporan

statistik;

d. laporan hasil riset:

1) mereviu laporan hasil riset; dan

2l supervisi kegiatan riset;

e. laporan kajian tematik dengan melakukan riviu laporan kajian

tematik;

f. national risk assess ment:
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1) melaksanakan diseminasi laporan national risk assessment;

2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut

rekomendasi national risk assessment; dan

3) melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi national

nsk assessment;

g. regional risk assessment:

1) men5rusun laporan kajian regional risk assessment dengan

financial intelligence unit negara lain; dan

2) melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut regianal

nsk assess ment antar financial intelligence unit;

bidang Kerja Sama, meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian

diseminasi hasil analisis atas laporan atau informasi transaksi

keuangan:

1) melakukan pengawasan terhadap kegiatan diseminasi

dokumen hasil analisis kepada instansi penyidik tindak

pidana pencucian uang atau hasil pemeriksaan kepada

penyidik atau dokumen informasi kepada instansi peminta;

2l melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan

instansi penegak hukum atau instansi terkait mengenai

tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan atau

informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak

pidana pencucian uang, tindak pidana lainnya, atau hal

terkait lainnya;

3) melakukan supervisi terhadap kegiatan pemantauan tindak

lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang

diserahkan kepada penyidik untuk mendukung

penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau

tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada

kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut

informasi yang disampaikan kepada financial intelligence

unit negara lann; dan

4l menyusun rekomendasi kebtlakan kerja sama dalam negeri;

b. pengoordinasian upaya pencegahan tindak pidana pencucian

uang dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri:

1) melaksanakan supervisi terhadap kegiatan asistensi atau

bantuan teknis dan koordinasi tindak lanjut kegiatan
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asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak

hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung

penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana lainnya;

2l melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan

instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dalam

negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

3) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi dengan

instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar

negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

4) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi

nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi

dalam negeri; dan

5) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut evaluasi

nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial
intelligence unil negara lain;

c. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana aksi tahunan

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;

1) men)rusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi

tahunan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

oleh kementerian atau lembaga;

2l melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan

rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai

upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang;

3) melakukan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut

isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Koordinasi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang;

4) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Tim Pelaksana

Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang
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sebagai upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang;

5) menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis

yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite

Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;

6) mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang

dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi

Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;

7) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Kelompok

Kerja Komite Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi antar

instansi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang;

8) men5rusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu strategis

yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite

Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;

9) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu

strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja Komite

Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang;

10) melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan

penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang; dan

1 1) melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan koordinasi

dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi

nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pedoman

nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang;

pengoordinasian dan penyelenggaraan hubungan kerja antara

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan

organisasi internasional :

d.
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mengevaluasi konsep mutual eualuation progress report atau

laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota

Asia Pasific Group on Moneg Laundering;

mengevaluasi konsep member status reporl atau dokumen

sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia

Pasific Group on Money Laundering;

3) mengevaluasi konsep laporan tindak lanjut atau dokumen

sejenis untuk financial intelligence unit;

menyusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan standar

internasional terkait anti pencucian uang dan pendanaan

terorisme;

mengevaluasi country report atau dokumen sejenis untuk

memenuhi kewajiban sebagai anggota Egmont Group;

mengevalusi dokumen analisis kesesuaian kebijakan dan

prosedur dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi

internasional untuk mencapai kesesuaian antara kerangka

domestik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

dengan standar internasional;

menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil analisis

kesesuaian kebijakan dan prosedur dalam rangka

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme dengan standar yang

dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mencapai

kesesuaian antara kerangka domestik anti pencucian uang

dan pendanaan terorisme dengan standar internasional;

mengevaluasi laporan perkembangan rezirn anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi

Perserikatan Bangsa Bangsa , G2O, Asia Pasific Economic

Coaperation, dan organisasi internasional lainnya;

melakukan supervisi terhadap kegiatan penyusunan

laporan Indonesia bagi organisasi internasional terkait

dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan

kejahatan transnasional lainnya; dan

1O) menyusun rekomendasi kebijakan kerja sama luar negeri;

6. bidang Pengawasan Kepatuhan, meliputi:

1)

2)

4)

s)

6)

7)

8)

e)
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a. pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus dengan

melakukan exit meeting untuk membahas temuan dan

rekomendasi hasil audit dengan auditee dan meminta

komitmen perbaikan yang dituangkan dalam berita hasil audit;

b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit:

1) meriviu surat peringatan ke auditee apabila auditee belum

memenuhi komitmen hasil audit; dan

2) 
ffi il "T:,j,' 
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memenuhi komitmennya;

c. memimpin audit:

1) meriviu laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus;

2) meriviu surat bina kepada pihak pelapor; dan

3) meriviu surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan

atau audit khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur;

d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kepatuhan dengan

lembaga pengawas dan pengatur dan asosiasi:

1) mengkomunikasikan permasalahan terkait pelaksanaan

pengawasan kepatuhan kepada lembaga pengawas dan

pengatur dan asosiasi;

2) merumuskan solusi permasalahan terkait pelaksanaan

pengawasan kepatuhan; dan

3) melaksanakan hasil kesepakatan terkait solusi

permasalahan pengawasan kepatuhan;

7 . bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,

meliputi:

a. melakukan riviu rumusan kebijakan hukum di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal;

b. melakukan riviu telaahan atas usulan kebijakan hukum di

bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan

manajemen internal;

c. melakukan riviu kajian substansial naskah akademik;

d. melakukan riviu tanggapan hukum atas penerapan kebijakan

di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan

manajemen internal;
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e. melakukan riviu hasil penyelarasan kebijakan hukum di bidang

anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal;

f. diseminasi kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang

dan pendanaan terorime dan manajemen internal ke pemangku

kepentingan dan masyarakat dengan melakukan monitoring

dan evaluasi dokumentasi informasi hukum;

g. melakukan riviu atas keterang&fl, jawaban, atau tanggapan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam

proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkait.

h. kerangka hukum dalam rangka pemenuhan standard

internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan

terorisme:

1) melakukan riviu rumusan kerangka hukum dalam rangka

pemenuhan standar internasional di bidang anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme;dan

2) melakukan evaluasi rumusan kerangka hukum dalam

rangka pemenuhan standar internasional di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme;

i. bantuan hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan

terorisme :

1) melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di dalam

dan diluar pengadilan; dan

2l melakukan evaluasi pelaksanaan di persidangan dan

praperadilan;

j. penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi

dengan melakukan evaluasi dan laporan penanganan

keberatan penghentian sementara transaksi;

k. pemberian keterangan ahli:

1) pelaksanaan pemberian keterangan ahli; dan

2) pelaksanaan evaluasi pemberian keterangan ahli;

l. penyusunan kajian hukum di bidang tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme:

1) meriviu telaahan kajian hukum;

2l meriviu proposal penelitian kajian hukum;
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3) 
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hasil pengolahan data penelitian kajian hukum;

4) meriviu laporan penelitian kajian hukum;

m. pendapat hukum atau pertimbangan hukum dengan meriviu

pendapat hukum;

n. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dengan

melakukan riviu anotasi putusan perkara tindak pidana

pencucian uang;

o. rekomendasi pengenaan sanksi dengan melakukan monitoring

dan evalusi pengenaan sanksi;

p. permintaan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme kepada otoritas yang berwenang dengan

melakukan riviu pelaksanaan proses permohonan tafsir atau

fatwa di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA

Uraian tugas jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, meliputi:

1. bidang Pelaporan, meliputi:

a. registrasi pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea

dan Cukai dengan melakukan evaluasi dan perumusan stategi

terkait prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum

melakukan registrasi;

b. pengelolaan laporan informasi yang diterima dari Pihak Pelapor

dan Pihak terkait lainnya dengan melakukan evaluasi dan

perumusan strategi terkait prioritas pihak pelapor yang akan

ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi dengan direktorat

terkait;

c. pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada Pihak

Pelapor dengan menyampaikan informasi terkait pengen aarr

sanksi administratif kepada pihak pelapor;

d. optimalisasi perbaikan kualitas data pelaporan dengan

menetapkan strategi optimalisasi perbaikan kualitas data

pelaporan sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi kualitas

data yang disampaikan oleh Direktorat Pelaporan;

e. penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman pelaporan

guna optimalisasi kewajiban pelaporan dengan melakukan
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evaluasi dan pemberian disposisi atas usulan penyusunan atau

perubahan rancangan ketentuan atau pedoman;

f. peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan

layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan

dengan melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan

peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui penyediaan

layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi, dan pelatihan;

dan

g. pemberian rekomendasi kepada pemerintah guna optimalisasi

pencegahan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh

pihak pelapor dengan meriviu hasil evaluasi usulan rekomendasi

yang diberikan kepada pemerintah yang dilakukan oleh Analis

Transaksi Keuangan Ahli Madya;

2. bidang Analisis tahap pasca analisis, meliputi:

a. menentukan kebijakan analisis;

b. menentukan rencana kegatan dalam rangka proses analisis;

c. menentukan strategi pengumpulan data dalam rangka proses

analisis;

d. menentukan strategi pertukaran informasi dalam rangka proses

analisis; dan

e. mengkoordinasikan permasalahan terkait data transaksi

keuangan dengan pihak pelapor;

3. bidang Pemeriksaan, meliputi:

a. pra pemeriksaan dengan merumuskan kebijakan pemeriksaan:

b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan:

1) merumuskan strategi penanganan tindak pidana pencucian

uang kepada seluruh pemangku kepentingan; dan

2l mengidentifikasi dan mengeksplorasi modus baru yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencu.cian uang;

c. penyusunan hasil pemeriksaan dengan melakukan riviu atas

usulan rekomendasi terkait intersepsi atau penyadapan,

analisis, audit, penghentian sementara transaksi keuangan yang

telah disusun;

4. bidang Riset, meliputi:

a. indeks persepsi publik atas tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana pendanaan terorisme dengan merumuskan
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strategi implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak

lanjut hasil indeks;

b. laporan hasil riset dengan mengkaji current and emerging

tgpologies on moneA laundering and terrorist financing untuk

referensi internasional;

c. national risk assessment dengan merumuskan strategi

implementatif berskala nasional sebagai bentuk tindak lanjut

hasil national risk assessment; dan

d. regional risk assessment dengan merumuskan strategi

implementatif berskala internasional sebagai bentuk tindak

lanjut hasil regional risk assess ment;

5. bidang Pengawasan Kepatuhan meliputi perumusan grand strategy

kebijakan pengawasan kepatuhan, meliputi:

a. mengidentifikasikan tantangan nasional terkait pengawasan

kepatuhan;

b. mengkomunikasikan tantangan nasional terkait pengawasan

kepatuhan kepada para pemangku kepentingan;

c. merumuskan strategi kebijakan pengawasan kepatuhan;

d. mengawasi pelaksanaan strategi pengawasan kepatuhan;

6. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,

meliputi:

a. merumuskan kebijakan strategis dalam penyusrrnan,

pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait kebijakan di

bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan

manajemen internal;

b. bantuan hukum dengan merumuskan strategi implementatif

terhadap ketentuan internal sebagai bentuk tindak lanjut

laporan bantuan hukum; dan

c. penyusunan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme dengan melakukan evaluasi laporan

penelitian kajian hukum.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, meliputi :

1. bidang Pelaporan berupa:
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dokumen rekapitulasi umpan balik (feedback) registrasi baru

pihak pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan

Cukai pada sistem Gathering Reporfs and Information Processing

Sgstem dan f atau aplikasi pelaporan;

laporan persetujuan perubahan atau pengkinian profil

Perusahaan Pihak Pelapor pada sistem Gathering Reports and

Information Processing System dan I atau aplikasi pelaporan;

rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan,

laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan

transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan

uang tunai lintas batas yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

rekapitulasi surat atau surat elektronik umpan balik kepada

Pihak Pelapor terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan,

laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan

transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan

uang tunai lintas batas elektronis yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan ;

laporan rekapitulasi penerimaan dan pengolahan data Sistem

Informasi Pengguna Jasa Terpadu;

laporan hasil koordinasi;

kajian substansial, daftar inventarisasi masalah dan lataw
matriks perbandingan;

h. tanggapan dalam bentuk surat elektronik, surat, aplikasi,

dan f ataw telepon;

i. hasil kajian; dan

j direktori pihak pelapor;

2. bidang Analisis berupa:

a. kertas kerja penelaahan awal laporan transaksi keuangan

mencurigakan;

kertas kerja penelaahan awal pengaduan masyarakat;

kertas kerja penelaahan awal laporan pembawaan uang tunai

lintas batas yang mencurigakan;

kertas kerja penelaahan awal spontaneous information;

kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan

mencurigakan atas kasus yang menjadi kepentingan umum atau

perhatian publik;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

b.

c.

d.

e.
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f. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan

mencurigakan atas hasil audit khusus;

g. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan

mencurigakan atas hasil analisis dinamis;

h. kertas kerja penelaahan laporan transaksi keuangan

mencurigakan atas permintaan informasi;

i. dokumen indentifikasi dan permintaan informasi atau data;

j. dokumen hasil analis proaktif dengan komple ksitas sedang;

k. dokumen hasil analis reaktif dengan kompleksitas sedang;

l. dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas sedang;

m. dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas ringan;

n. dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas sedang;

o. konsep laporan intelijen kepada financial intelligence unit negara

lain dengan kompleksitas sedang;

p. hasil pengumpulan kuesioner umpan balik (feedbackl hasil

analisis; dan

q. hasil pengumpulan hasil analisis yang tidak ditindaklanjuti atau

dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya;

3. bidang Pemeriksaan berupa:

a. daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan,

laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan

transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan

uang tunai lintas batas a.n. pihak terperiksa dan pihak terkait

serta pihak pelapor;

b. tabulasi data laporan transaksi keuaangan mencurigakan,

laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan

transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan

uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus a.n.

pihak terperiksa dan pihak terkait serta pihak pelapor;

c. analisis data dan informasi atas data laporan transaksi

keuangan mencLlrigakan, laporan transaksi keuangan tunai,

laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri,

atau laporan pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis,

hasil audit khusus;

d. hasil telaahan;

e. dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan

informasi pemeriksaan ;
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f. tanda terima penyampaian surat saat entry meeting;

g. berita acara permintaan keterangan;

h. berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data,

berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas

kerja mutasi rekening, surat tugas;

i. hasil analisa pemeriksaan lapangan;

j. kertas kerja input data transaksi;

k. surat penyampaian ke kepolisian atau kejaksaan atau surat

penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik lainnya;

l. surat pemberitahuan selesainya pemeriksaan;

m. lembar kontrol dokumen pemeriksaan;

n. kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang terorganisir;

o. laporan pengumpulan umpan balik (feedbackl;

p. data tambahan ke penyedia jasa keuangan;

q. laporan koordinasi dengan aparat penegak hukum; dan

r. berita acara hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum;

4. bidang Riset berupa:

a. rancangan rumusan kebijakan di bidang riset;

b. dokumen penyiapan penyusunan kerangka acuan kerja;

c. laporan persiapan pelaksanaan survei;

d. laporan pengawasan pelaksanaan survei;

e. hasil analisis indeks persepsi;

f. bahan data statistik;

g. dokumen hasil pengolahan data statistik;

h. laporan statistik;

i. laporan statistik khusus;

j. laporan kegiatan diseminasi laporan statistik;

k. laporan pengumpulan data;

l. dokumen hasil pengolahan data riset;

m. dokumen hasil analisis data;

n. dokumen hasil kajian literatur riset;

o. laporan kajian tematik;

p. laporan kegiatan regional nsk assessment; dan

q. laporan data mining.

5. bidang Kerja Sama berupa:

a. berita acara serah terima:
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b. bahan koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi

terkait

c. surat pemantauan tindak lanjut (feedbackl hasil analisis, hasil

pemeriksaan, informasi lainnya dan dokumen sejenis lainnya;

d. bahan asistensi atau bantuan teknis;

e. bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri;

f. bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri;

g. surat pemantauan tindak lanjut (feedbackl hasil analisis, hasil

pemeriksaan, informasi lainnya dan dokumen sejenis lainnya;

h. dokumen laporan evaluasi implementasi nota kesepahaman atau

dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;

i. dokumen evaluasi implementasi nota kesepahaman atau

dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain;

j. bahan rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

k. bahan rapat Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

l. bahan rapat Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kerja;

m. dokumen laporan koordinasi;

n. bahan koordinasi pelaporan dan pemantauan aksi tahunan

strategi nasional;

o. dokumen mutual eualuation progress report atau laporan sejenis;

p. bahan dokumen penyusunan member sfatus report atau

dokumen sejenis report;

q. bahan tindak lanjut;

r. data penyusunan country report atau dokumen sejenis untuk
memenuhi kewajiban sebagai anggota Egmont Group;

s. dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap

standar internasional ;

t. dokumen terkait pengelolaan keanggotaan; dan

u. laporan pelaksanaan kegiatan;

6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:

a. surat pemberitahuan atau surat pengantar audit;

b. temuan audit pendahuluan;

c. laporan audit pendahuluan;
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d. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;

e. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;

f. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;

g. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;

h. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;

i. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;

j. temuan prinsip mengenali pengguna jasa;

k. temuan laporan yang harus disampaikan ke Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan;

l. kertas kerja audit;

m. konsep hasil audit;

n. konsep hasil audit;

o. laporan hasil audit;

p. surat bina;

q. surat ke lembaga pengawas dan pengatur;

r. daftar arsip dokumen audit;

s. matrik pemantauan atau kertas kerja pemantauan; dan

t. surat peringatan;

7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

berupa:

a. bahan penyusunan rumusan kebijakan di bidang anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;

b. bahan penyusunan telaahan atas usulan kebijakan di bidang

anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal;

c. bahan terkait penyusunan kajian substansial naskah akademik;

d. bahan terkait penyusunan tanggapan hukum atas

permasalahan penerapan kebijakan di bidang anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;

e. bahan penyelarasan kebijakan di bidang anti pencucian uang

dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;

f. dokumen persiapan diseminasi;

g. laporan diseminasi;

h. bahan kompilasi dokumentasi informasi hukum;

i. bahan terkait penlrusunan dokumen penanganan keberatan atas

penerapan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme;
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j dokumen rencana kerja;

k. surat kuasa khusus dan dokumen persiapan pemberian

bantuan hukum lain yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan;

1. surat kuasa khusus dan dokumen persiapan penanganan

keberatan pengehentian sementara transaksi lain yang

dibutuhkan sebelum pelaksanaan;

m. surat penunjukan dan dokumen persiapan bahan pemberian

keterangan ahli lain;

n. nota dinas, surat kuasa khusus, jawaban, dokumen berita acara

atau dokumen lain sebelum pelaksanaan sidang;

o. bahan telaahan kajian hukum;

p. data sekunder penelitian kajian hukum;

q. bahan laporan penelitian kajian hukum;

r. bahan penyusunan pendapat hukum;

s. bahan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;

t. laporan diseminasi anotasi putusan perkara tindak pidana

pencucian uang;

u. dokumen usulan pengenaan sanksi;

v. bahan proses penlrusunan tafsir atau fatwa di bidang anti

pencucian uang dan pendan aan terorisme; dan

w. laporan diseminasi tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme;

B. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, meliputi:

1. bidang Pelaporan berupa:

a. rekapitulasi hasil kajian;

b. dokumen hasil kajian;

c. rekapitulasi jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan,

laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan

transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan

uang tunai lintas batas yang telah diverifikasi;

d. rekapitulasi dokumerr monitoring dan evaluasi;

e. usulan pembinaan dan pengenaan sanksi administratif;

f. laporan hasil evaluasi kualitas data dari setiap laporan yang

disampaikan oleh pihak pelapor;

g. rancangan ketentuan atau pedoman;

h. laporan triwulan;
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i. laporan hasil pelatihan, asistensi, atau bimbingan teknis;

j laporan evaluasi pedoman dan ketentuan internal pihak pelapor;

k. usulan rekomendasi;

l. laporan tindak lanjut penundaan transaksi; dan

m. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses

pengelolaan data pelaporan;

2. bidang Analisis berupa:

a. dokumen pertukaran informasi;

b. dokumen pertukaran informasi;

c. kertas kerja analisis beserta surat permintaan data ke pihak

pelapor atau instansi terkait;

d. dokumen hasil analisis sementara;

e. kertas kerja identifikasi informasi atau data keuangan yang

dibutuhkan dalam penelitian setempat;

f. tayangan kasus konsep hasil analisis untuk kepentingan

internal atau eksternal;

g. dokumen hasil analis proaktif dengan kompleksitas berat;

h. dokumen hasil analis reaktif dengan kompleksitas berat;

i. laporan pembahasan atau koordinasi internal atau eksternal

terkait pendalaman informasi;

j. dokumen informasi final proaktif dengan kompleksitas berat;

k. dokumen informasi final reaktif dengan kompleksitas berat;

l. dokumen hasil telaahan penundaan transaksi;

m. hasil penelaahan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan

data terkait lainnya untuk penghentian transaksi;

n. hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan pemeriksaan;

o. hasil telaahan tentang pentingnya untuk melakukan intersepsi

atau penyadapan;

p. hasil penelaahan hasil analisis untuk dilakukan audit khusus;

q. hasil penelaahan hasil analisis terkait terorisme yang diajukan

pemblokiran;

r. hasil pengolahan data;

s. penelaahan atas hasil pengolahan data;

t. laporan koordinasi kegiatan analisis;

u. dokumen evaluasi kualitas laporan;
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v. hasil penelaahan atas pihak pelapor yang tidak memenuhi

permintaan informasi, data, keterangan dan atau laporan dalam

rangka pelaksanaan analisis;

w. hasil kegiatan dalam kaitannya dengan analisis; dan

x. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses

pengelolaan hasil analisis;

3. bidang Pemeriksaan berupa:

a. skema transaksi atau keterkaitan awal para pihak;

b. indikasi awal atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana asal pada hasil telaahan;

c. berita acara gelar kasus awal hasil telaahan;

d. resume hasil telaahan;

e. program kerja pemeriksaan;

f. rencana pemeriksaan;

g. dokumen surat pemberitahuan, surat permintaan data dan

informasi yang telah diriviu;

h. dokumen riviu;

i. berita acara permintaan keterangarr;

j berita acara serah terima dokumen, berita acara akses data,

berita acara observasi lapangan, berita acara wawancara, kertas

kerja mutasi rekenitg, surat tugas;

k. dokumen riviu pemeriksaan lapangan;

l. dokumen riviu hasil analisa pemeriksaan lapangan;

m. dokumen riviu atas hasil pengolahan data;

n. lembar penilaian;

o. berita acara gelar perkara internal;

p. laporan atau informasi hasil pemeriksaan;

q. matriks unsur tindak pidana;

r. berita acara gelar perkara eksternal; dan

s. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses

pengelolaan hasil pemeriksaan.

4. bidang Riset berupa:

a. rencana kerja di bidang riset;

b. standar operasional prosedur riset;

c. laporan pengawasan penyusunan indeks;

d. laporan indeks persepsi;

e. laporan kegiatan diseminasi indeks;
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f. dokumen riviu desain output statistik;

g. laporan tingkat kualitas statistik;

h. laporan persiapan pelaksanaan riset;

i. dokumen hasil riviu pengolahan data;

j. dokumen hasil riviu analisis data;

k. laporan pelaksanaan dan hasil riset bersama;

l. laporan hasil riset;

m. laporan kegiatan diseminasi laporan hasil riset;

n. laporan tingkat kualitas atas laporan hasil riset;

o. laporan supervisi pen5rusunan kajian tematik;

p. laporan persiapan pelaksanaan national risk assessment;

q. laporan national risk assessment;

r. laporan kegiatan tindak lanjut rekomendasi national risk

Assess ment;

s. laporan hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi national risk

assess ment;

t. hasil riviu pelaksanaan regional risk assessment;

u. hasil riviu data mining; dan

v. dokumen penilaian mutu produk dan proses pengelolaan hasil

riset;

5. bidang Kerja Sama berupa:

a. dokumen laporan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan,

atau informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak

pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;

b. dokumen laporan perkembangan atau tindak lanjut penanganan

perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana

lainnya atau dokumen pelaksanaan kegiatan;

c. laporan tindak lanjut kegiatan asistensi atau bantuan teknis

dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lannya

untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana

pencucian uang dan tindak pidana lainnya;

d. dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama dalam negeri;

e. dokumen laporan pelaksanaan rapat kerjasama luar negeri;

f. dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan

instansi dalam negeri;

g. dokumen nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan

financial intelligence unit negara lain;
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h. dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota

kesepahaman atau dokumen sejenis dengan instansi dalam

negeri;

i. dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota

kesepahaman atau dokumen sejenis dengan financial intelligence

unit negara lain;

j. dokumen evaluasi bahan rapat Komite Koordinasi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

k. dokumen laporan pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dan rekomendasi terkait isu strategis yang terdapat dalam

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang;

1. dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis;

m. dokumen laporan pelaksanaan rapat Tim Pelaksana Komite

Kooordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang;

n. dokumen laporan pelaksanaan rapat Kelompok Kerja Komite

Kooordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang;

o. dokumen rencana aksi tahunan kementerian atau lembaga

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang;

p. dokumen laporan capaian dan pemantauan aksi kementerian

atau lembaga terkait implementasi strategi nasional pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

q. dokumen mutual evaluation progress report atau laporan

sej eni s;

r. dokumen member status report atau dokumen sejenis;

s. dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis;

t. dokumen country report atau dokumen sejenis;

u. dokumen analisis kesesuaian kebijakan domestik terhadap

standar internasional ;

v. laporan pelaksanaan kegiatan;

w. dokumen laporan perkembangan rezim anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme atau dokumen sejenis;

x. dokumen terkait pengelolaan keanggotaan;
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y. dokumen laporan pelaksanaan bantuan dari donor; dan

z. dokumen penilaian mutu pelaksanaan kerja sama.

6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:

a. matriks penilaian risiko;

b. dokumen usulan objek audit;

c. audit plan;

d. informasi awal mengenai auditee;

e. dokumen audit;

f. temuan sistem pemantauan nasabah dan sistem pelaporan;

g. daftar progres pemenuhan komitmen perbaikan sistem;

h. daftar progres pemenuhan komitmen penyampaian laporan;

i. laporan hasil pemantauan dan surat apresiasi;

j dokumen audit;

k. dokumen audit;

l. dokumen audit;

m. dokumen audit;

n. dokumen audit;

o. daftar permasalahan pengawasan kepatuhan; dan

p. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hasil

audit;

7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

berupa:

a. rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme dan manajemen internal;

b. dokumen telaahan;

c. laporan pelaksanaan telaahan;

d. konsep kajian substansial;

e. laporan pelaksanaan penyusunan konsep kajian substansial;

f. tanggapan hukum;

g. laporan pelaksanaan penyusunan tanggapan hukum;

h. kebijakan di bidang anti pencucian uang dan pendanaan

terorisme dan manajemen internal yang telah diselaraskan;

i. laporan hasil penyelarasan;

j. laporan pelaksanaan diseminasi kebijakan di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal ke pemangku kepentingan dan masyarakat;
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k. laporan pelaksanaan pengelolaan atau kompilasi dokumentasi

informasi hukum;

l. laporan penyusunan keterang&fl, jawaban, atau tanggapan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses

uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan sebagai Pihak Terkait;

m. dokumen rumusan kerangka hukum;

n. dokumen pemberian bantuan hukum;

o. laporan pelaksanaan bantuan hukum;

p. nota dinas atau dokumen lain selama pelaksanaan penanganan

keberatan pengehentian sementara transaksi'

q. laporan gelar perkara;

r. laporan pemberian keterangan ahli pada tahap penyidikan atau

pemeriksaan di persidangan;

s. dokumen sidang;

t. laporan pelaksanaan penanganan gugatan;

u. telaahan kajian hukum;

v. proposal penelitian kajian hukum;

w. kuesioner penelitian hukum;

x. dokumen sampel penelitian hukum;

y. laporan hasil wawancara dengan narasumber;

z. laporan data hasil penelitian kajian hukum yang telah diolah;

aa. laporan penelitian kajian hukum;

bb. dokumen pendapat hukum;

cc. laporan pendapat hukum;

dd. anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang;

ee. validasi data dan fakta serta konsep pertimbangan hukum

untuk pengenaan sanksi;

ff. hasil riviu usulan pengen aarL sanksi;

gg. surat permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme penyusunan tafsir atau fatwa di

bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

hh. laporan proses permohonan tafsir atau fatwa di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan

ii. dokumen penilaian kualitas mutu produk dan proses hukum

anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
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C. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, meliputi

1. bidang Pelaporan berupa:

a. dokumen. monitoring dan evaluasi;

b. dokumerL monitoring dan evaluasi;

c. rekapitulasi jumlah penyampaian laporan transaksi keuangan

mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan

transaksi, laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau

laporan pembawaan uang tunai lintas batas ke Direktorat

Analisis Transaksi pada aplikasi pelaporan;

d. hasil sLrpervisi pelaksanaan pemberian umpan balik dan tindak

lanjut yang dilakukan;

e . laporan pihak pelapor yang belum menyampaikan sistem

informasi pengguna jasa terpadu sesuai ketentuan;

f. dokumen evaluasi atas usulan pembinaan kepada pihak pelapor;

g. dokumen supervisi;

h. dokumen supervisi dan usulan penyusunan atau perubahan

rancangan ketentuan dan pedoman;

i. dokumen supervisi dan monitoring pernberian layanan bantuan;

j dokumen supervisi dan monitoring pelaksanaan

pelatih an lasistensi/ bimbingan teknis;

k. surat hasil evaluasi; dan

l. dokumen evaluasi atas usulan rekomendasi yang diberikan

kepada pemerintah;

2. bidang Analisis berupa:

a. supervisi penyusunan konsep surat pengantar informasi sesuai

data atau informasi dalam database Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan;

b. supervisi dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang

terdapat dalam hasil analisis sementara atau kertas kerja

analisis:

c. supervisi penyusunan kertas kerja identifikasi informasi atau

data keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian setempat;

d. hasil riviu dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang

terdapat dalam hasil analisis final;

e. hasil riviu dokumen hasil pengolahan data keuangan pihak yang

terdapat dalam informasi tinal;
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f. konsep laporan intelijen kepada financial intelligence unif negara

lain dengan kompleksitas berat;

g. hasil riviu kertas kerja penyusunan konsep laporan intelijen

kepadafinancial intelligence unit negara lain;

h. dokumen hasil telaahan penundaan transaksi yang telah di

supervisi;

i. hasil supervisi penelaahan laporan transaksi keuangan

mencurigakan dan data terkait lainnya untuk penghentian

sementara transaksi;

j hasil supervisi penelaahan hasil analisis yang di

rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan;

k. hasil supervisi hasil telaahan tentang pentingnya untuk

melakukan intersepsi atau penyadapan;

1. hasil supervisi konsep rekomendasi untuk dilakukan audit

khusus;

m. supervisi dokumen hasil telaahan hasil analisis terkait terorisme

yang diajukan pemblokiran;

n. hasil riviu atas analisis untuk kepentingan analisis dinamis;

o. hasil supervisi dokumen evaluasi kualitas laporan;

p. hasil supervisi penelaahan atas konsep usulan pengenaan

sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak memenuhi permintaan

informasi, data, keterangan dan atau laporan dalam rangka

pelaksanaan analisis;

q. dokumen evaluasi umpan balik (feedback/ hasil analisis; dan

r. dokumen hasil evaluasi atas kualitas hasil analisis yang tidak

ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyelidikan atau

penyidikannya;

3. bidang Pemeriksaan berupa:

a. daftar identifikasi laporan transaksi keuangan mencurigakan,

laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan

transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan

uang tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus, data

administrasi kependudukan, data sistem administrasi badan

hukum, data informasi perpajakan, dan data laporan harta

kekayaan penyelenggara negara atas nama pihak terperiksa dan

pihak terkait serta pihak pelapor;

b. hasil telaahan yang telah diriviu;
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c. berita acara ekspose hasil telaahan yang telah diriviu;

d. resume hasil telaahan yang telah diriviu;

e. pendapat pada resume hasil telaahan yang telah diriviu;

f. program kerja pemeriksaan yang telah diriviu;

g. rencana pemeriksaan yang telah diriviu;

h. berita acara permintaan keterangan yang telah diriviu;

i. lembar pengawasan;

j berita acara gelar perkara internal yang telah diriviu;

k. laporan atau informasi hasil pemeriksaan yang telah diriviu;

l. matriks unsur tindak pidana yang telah diriviu;

m. usulan rekomendasi;

n. usulan desiminasi laporan atau informasi hasil pemeriksaan

kepada pihak penyidik dan instansi terkait;

o. berita acara gelar perkara eksternal yang telah diriviu;

p. surat penyampaian hasil pemeriksaan ke kepolisian atau

kejaksaan atau surat penyampaian informasi hasil pemeriskaan

ke penyidik lainnya yang telah diriviu;

q. kegiatan evaluasi internal atau eksternal yang telah diriviu; dan

r. dokumen riviu;

4. bidang Riset berupa:

a. kebijakan di bidang riset;

b. hasil evaluasi kegiatan di bidang riset;

c. kerangka acuan kerja indeks;

d. dokumen riviu laporan indeks;

e. dokumen riviu laporan statistik;

f. dokumen riviu laporan hasil riset;

g. laporan supervisi kegiatan riset;

h. dokumen hasil riviu Laporan kajian tematik;

i. laporan kegiatan diseminasi laporan;

j laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut

rekomendasi national ri.sk assess ment;

k, laporan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi nationat nsk

assessment;

1. laporan kajian regional risk assessment; dan

m. laporan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut regional risk

assessment antar financial intelligence unit.
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5. bidang Kerja Sama berupa:

a. laporan pelaksanaan tugas;

b. dokumen laporan supervisi kegiatan koordinasi dengan instansi

penegak hukum atau instansi terkait mengenai tindak lanjut

hasil analisis, hasil pemeriksaan atau informasi lainnya

terhadap penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau

tindak pidana lainnya;

dokumen laporan supervisi terhadap pemantauan tindak lanjut

hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi;

dokumen rekomendasi kebijakan;

dokumen laporan pelaksanaan supervisi kegiatan;

dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama dalam

negerl;

g. dokumen laporan supervisi pelaksanaan rapat kerjasama luar

negeri;

h. dokumen rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman

atau dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri;

i. rekomendasi tindak lanjut evaluasi nota kesepahaman atau

dokumen sejenis dengan financial intelligence unit negara lain;

j. dokumen rekomendasi tindak lanjut pemenuhan aksi tahunan

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh kementerian

atau lembaga;

k. dokumen laporan supervisi pelaksanaan kegiatan rapat Komite

Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang;

l. dokumen laporan evaluasi rancangan rekomendasi tindak lanjut

isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite Tindak Pidana

Pencucian Uang;

m. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat Tim

Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian

Uang;

n. dokumen rancangan rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis

Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana Pencucian Uang;

o. dokumen evaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis yang

dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite Tindak Pidana

Pencucian Uang;

C.

d.

e.

f.
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p. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan rapat

Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana

Pencucian Uang;

q. dokumen konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu strategis

yang dibahasa dalam Rapat Kelompok Kerja Komite Tindak

Pidana Pencucian Uang;

r. dokumen evaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-isu

strategis;

s. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan

koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme;

t. dokumen laporan supervisi terhadap penyelenggaraan

koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi tahunan

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme;

u. dokumen mutual eualuation progress report atau laporan sejenis;

v. dokumen member status report atau dokumen sejenis;

w. konsep dokumen laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis;

x. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian

kebijakan domestik terhadap standar internasional;

y. dokumen evaluasi country report atau dokumen sejenis;

z. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian

keb5akan domestik terhadap standar internasional;

aa. dokLlmen rekomendasi tindak lanjut hasil analisis kesesuaian

kebijakan domestik terhadap standar internasional;

bb. laporan pelaksanaan kegiatan;

cc. laporan pelaksanaan tugas; dan

dd. dokumentasi rekomendasi kebijakan kerjasama luar negeri;

6. bidang Pengawasan Kepatuhan berupa:

a. komitmen auditee dalam berita acara hasil audit;

b. dokumen riviu;

c. dokumen usulan pengenaan sanksi;

d. laporan hasil audit kepatuhan atau audit khusus;

e. surat bina kepada pihak pelapor;

f. surat pemberian informasi hasil audit kepatuhan atau audit

khusus kepada lembaga pengawas dan pengatur;
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g. daftar permasalahan pengawasan kepatuhan;

h. daftar solusi permasalahan pengawasan kepatuhan; dan

i. dokumen pelaksanaan;

7. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

berupa:

a. laporan riviu rumusan kebijakan di bidang anti pencucian uang

dan pendanaan terorisme dan manajemen internal;

b. laporan riviu telaahan;

c. laporan riviu kajian substansial;

d. laporan riviu tanggapan hukum;

e. laporan riviu hasil penyelarasan;

f. laporan monitoring dan evaluasi dokumentasi informasi hukum;

g. laporan riviu;

h. laporan riviu;

i. laporan evaluasi;

j laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum;

k. laporan evaluasi dan laporan pelaksanaan penanganan

keberatan pengehentian sementara transaksi, atau dokumen

lain;

l. berita acara pemeriksaan atau laporan sidang;

m. laporan evaluasi pemberian keterangan ahli;

n. laporan evaluasi pelaksanaan;

o. dokumen riviu telaahan kajian hukum;

p. dokumen riviu proposal penelitian kajian hukum;

q. dokumen riviu hasil pengolahan data penelitian kajian hukum;

r. dokumen riviu laporan penelitian kajian hukum;

s. dokumen riviu pendapat hukum;

t. dokumen riviu anotasi putusan perkara tindak pidana

pencucian uang;

u. laporan monitoring dan evalusi pengenaan sanksi; dan

v. dokumen riviu pelaksanaan proses permohonan tafsir atau fatwa

di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;

D. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, meliputi:

1. bidang Pelaporan berupa:

a. dokumen evaluasi dan rumusan strategi terkait prioritas tindak

lanjut atas pihak pelapor yang belum melakukan registrasi;
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b. dokumen evaluasi dan rumu.san strategi terkait prioritas pihak

pelapor yang akan ditindaklanjuti serta penentuan koordinasi

dengan direktorat terkait;

c. dokumen penyampaian informasi terkait pengenaan sanksi

administratif;

d. dokumen strategi optimalisasi perbaikan kualitas data

pelaporan;

e. dokumen evaluasi atas usulan penyusunan atau perubahan

rancangan ketentuan atau pedoman;

f. dokumen evaluasi dan rekomendasi; dan

g. dokumen hasil riviu;

2. bidang Analisis, berupa:

a. dokumen kebijakan analisis;

b. dokumen rencana kegiatan;

c. dokumen strategi pengumpulan data dalam rangka proses

analisis;

d. dokumen strategi pertukaran informasi dalam rangka proses

analisis; dan

e. hasil koordinasi permasalahan terkait data transaksi keuangan

dengan pihak pelapor;

3. bidang Pemeriksaan berupa:

a. kebijakan pemeriksaan;

b. strategi penanganan tindak pidana pencucian uang kepada

seluruh stakeholder;

c. identifikasi modus baru tindak pidana pencucian uang; dan

d. kertas kerja usulan rekomendasi yang telah diriviu;

4. bidang Riset berupa:

a. dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil

indeks;

b. dokumen kajian cttrcent and emerging tgpologies on moneA

laundering and terrorist financing untuk referensi internasional;

c. dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil

national risk assess ment; dan

d. dokumen strategi implementatif nasional berdasarkan hasil

regional risk assess ment;

5. bidang Pengawasan Kepatuhan, berupa:

a. daftar tantangan nasional terkait pengawasan kapatuhan;
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b. dokumen pelaksanaan;

c. dokumen strategi pengawasan kepatuhan; dan

d. dokumen pelaksanaan; dan

6. bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

berupa:

a. kebijakan strategi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan

penanganan keberatan terkait kebijakan di bidang anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme dan manajemen

internal;

b. dokumen strategi implementatif terhadap ketentuan internal

sebagai bentuk tindak lanjut laporan bantuan hukum; dan

c. laporan evaluasi penelitian kajian hukum.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG

MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DBNGAN JENJANG JABATANNYA

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Transaksi

Keuangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang

jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Analis

Transaksi Keuangan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu

tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan

tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit

kerj a yang bersangkutan.

Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan

fungsional Analis Transaksi Keuangan memiliki kelebihan volume

beban tugas, maka Analis Transaksi Keuangan yang berada satu

tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat

melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis

dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud

pada angka I dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

a. Analis Transaksi Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di

atas jenjang jabatanny&, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan

sebesar 8Oo/o (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir
kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2018.

1.

2.

3.
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Contoh:

Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., NIP. I977O22O2OO203 1001, jabatan

Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d pada Direktorat Pelaporan. Yang bersangkutan

ditugaskan untuk melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi

yang diberikan kepada pemerintah dengan Angka Kredit 0,30.

Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Transaksi

Keuangan Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Andie Prasetyo,

S.A. P. , dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan jenjang Ahli

Muda, sebesar 80% X 0,30 : O,24.

b. Analis Transaksi Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat

di bawah jenjang jabatanny&, Angka Kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap

butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Oby Ramadhani, S.Kom., NIP. I978I2I22OO2L11001, jabatan

Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d pada Direktorat Pengawasan Kepatuhan. Yang

bersangkutan ditugaskan untuk melakukan pengkajian data dan

informasi guna pemetaan kebutuhan pelatihan, asistensi, dan

bimbingan teknis bagi pihak pelapor yang berbasis risiko dengan

Angka Kredit 0,30. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan

Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Oby Ramadhani,

S. Kom., dalam jabatan Analis Transaksi Keuangan jenjang Ahli

Muda, sebesar IOOo/o X O,3O : 0,30.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG

PERTAMA, PENGANGKATAN DARI

MBLALUI PROMOSI

MENGANGKAT, PENGANGKATAN

JABATAN LAIN, DAN PENGANGKATAN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan ditetapkan oleh:



B.

-70-

a. Presiden untuk jenjang jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli

Utama; dan

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis

Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan jenjang

jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka I

huruf b dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk
menetapkan pengangkatan dalam jabatan Analis Transaksi

Keuangan, dikecualikan bagi jenjang jabatan Analis Transaksi

Keuangan Ahli Madya.

PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transasksi

Keuangan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazal:. paling rendah Diploma IV (D-lV)/Sarjana (S1)

ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu

lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi

Pembina;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir.

2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1

mempakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dari Calon PNS.

3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat

sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling

lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional

Analis Transaksi Keuangan.

4. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga)

tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan

pelatihan fungsional di bidang Analisis Transaksi Keuangan,
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5. Analis Transaksi Keuangan yang belum mengikuti dan latau tidak

lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (a) diberhentikan dari jabatannya.

6. Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan sejak

menjadi Calon PNS dan f atau PNS selama belum diangkat dalam

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dapat dinilai

sepanjang bukti fisik lengkap.

7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis

Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum

dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dapat

dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. bertjazah paling rendah Diploma IV (D- lV)/ Sarlana (S 1)

ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu

lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi

Pembina;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang

Analisis Transaksi Keuangan paling kurang 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir;

h. berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama

dan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya;

dan
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3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan

Fungsional Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama bagi PNS

yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka t harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional

yang akan diduduki.

Pengalaman di bidang Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf f dapat dihitung secara kumulatif.

Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf h, merupakan

batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, oleh karena itu
penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan

sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Supriadi, S.E., M.Si,, Ak., NIP. 196304081986031001, pangkat

Pembina, golongan ruang IV la, menduduki jabatan Kepala Bagian

Pengembangan Pegawai, apabila yang bersangkutan akan

dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya

sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat

akhir bulan Oktober 2OI7 dan penetapan keputusan

pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2OI8, mengingat

yang bersangkutan lahir bulan April 1963.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada

angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang

jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak

didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi

didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari

kegiatan unsur penunjang.
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Contoh:

Sdr. Achmad Sukroni, S.ST., M.Si., NIP. 197504082000031001,

pangkat Pembina, golongan ruang IV f a, jabatan Kepala Bagian

Organisasi dan Tata Laksana, yang bersangkutan akan diangkat

dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan

kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

1) Diklat fungsional Intelijen bidang keuangan sebesar 15

Angka Kredit.

2) Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Transaksi Keuangan

150 Angka Kredit.

3) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

1) Mengikuti kegiatan seminar/lokakaryalkonferensi terkait

Analisis Transaksi Keuangan, sebagai moderator sebesar 2

Angka Kredit.

2) Mengikutilberperan serta sebagai delegasi ilmiah atau

delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional

sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan

unsur penunjang yakni sebesar 188 Angka Kredit ditambah Angka

Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit,

jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 Angka Kredit. Maka Sdr.

Achmad Sukroni, S. ST., M.Si., diangkat dalam jabatan Analis

Transaksi Keuangan jenjang Ahli Muda dengan tidak didasarkan

pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dibuat menurut

contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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D. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir.

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1

harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

TRANSAKSI KEUANGAN

Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Analis Transaksi Keuangan, diatur dengan petunjuk teknis yang

ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis

Transaksi Keuangan.

VIII. SASARAN KBRJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN,

DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Analis Transaksi Keuangan wajib

menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan

dalam 1 (satu) tahun berjalan.

2. SKP Analis Transaksi Keuangan disusun berdasarkan penetapan

kinerja unit kerja yang bersangkutan.

3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan

sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan

kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-

masing jenjang jabatan.
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4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan

turunan dari penetapan kinerja unit atau atasan langsung.

5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka t harus

disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

1. Analis Transaksi Keuangan wajib memenuhi target Angka Kredit

setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:

a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Transaksi

Keuangan Ahli Pertama;

b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Transaksi

Keuangan Ahli Muda;

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis

Transaksi Keuangan Ahli Madya; dan

d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Transaksi Keuangan

Ahli Utama.

2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri

dari sub Lrnsur diklat, kegiatan Analisis Transaksi Keuangan,

pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang

berlaku.

3. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada

angka t huruf d, tidak berlaku bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli

Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruanglV /e.
4. Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama,

golongan ruang IY le setiap tahun sejak menduduki pangkatnya

wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 25 (dua puluh

lima) Angka Kredit dari kegiatan Analisis Transaksi Keuangan dan

pengembangan profesi.

5. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1

dan angka 3 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan dilakukan 1

(satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan mulai 1 Januari 20 18

sampai dengan 31 Desember 20 18 harus dinilai dan ditetapkan

paling lambat bulan Januari 2OI9.
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2. Penilaian Prestasi kerja Analis Transaksi Keuangan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung

D. HUKUMAN DISIPLIN

Analis Transaksi Keuangan dijatuhi hukuman disiplin PNS apabila

pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analis Transaksi

Keuangan yang hanya mencapai 25oh (dua puluh lima persen)

sampai dengan 50% (lima puluh persen) duatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analis Transaksi

Keuangan yang hanya mencapai kurang dari 25o/o (dua puluh lima

persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-und,angan.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PBNILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis

Transaksi Keuangan disampaikan oleh Analis Transaksi Keuangan

kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat

Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang

tata usaha setelah diketahui atasan langsung Analis Transaksi

Keuangan yang bersangkutan.

Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usulan

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Analis Transaksi

Keuangan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam

Anak Lampiran 3a sampai dengan Anak Lampiran 3d yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis

Transaksi Keuangan harus dilampiri, antara lain dengan:

a. surat pernyataan melakukan kegiatan Analisis Transaksi

Keuangan:

1) bidang pelaporan, dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

2.

3.
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2l bidang analisis, dibuat menurut contoh formulir tercantum

dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

3) bidang pemeriksaan, dibuat menurut contoh formulir

tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

4) bidang riset, dibuat menurut contoh formulir tercantum

dalam Anak Lampiran 7 yang merllpakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

5) bidang kerjasama, dibuat menurut contoh formulir

tercantum dalam Anak Lampiran I yang meru,pakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

6) bidang pengawasan kepatuhan, dibuat menurut contoh

formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini; atau

7) bidang Hukum Anti Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme, dibuat menurut contoh formulir tercantum

dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

7 . surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi,

dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak

Lampiran 1 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini;

B. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan

tugas Analis Transaksi Keuangan, dibuat menurut contoh

formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

9. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir
tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.

Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang

bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan

usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang

5.
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berwenang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh

formulir tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Transaksi

Keuangan diajukan oleh:

a. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi

Keuangan Ahli Utama; dan

b. Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-

masing bidang kepada Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit Analis

Transaksi Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis

Transaksi Keuangan Ahli Madya.

Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit

menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka

Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK

menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Analis Transaksi

Keuangan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat

Analis Transaksi Keuangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum

periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan

paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;

dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang

bersangkutan.

Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Analis

Transaksi Keuangan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai

berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan

6.

7.

B.

2.

3.
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2018.

Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah

dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit.

Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian

Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis

Transaksi Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan;

Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

Kepala Biro Kepegawaian lBagian Kepegawaian yang

bersangkutan;

d. Analis Transaksi Keuangan yang bersangkutan; dan

e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

6. Penetapan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan, dibuat

menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 15

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM

PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PEJABAT YANG BERWENANG MBNETAPKAN ANGKA KRBDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan

Fungsional Analis Transaksi Keuangan, yaitu:

a. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Angka Kredit bagi Analis

Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama

Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama,

golongan ruanglV le di lingkungan Pusat Pelaporan Analisis dan

Transaksi Keuangan; dan

b. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Transaksi Keuangan

Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a

sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

4.

5.

b.

C.



-80-

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat

sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus membuat spesimen

tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan

tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak

dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang

ditentukan pada angka IX huruf B angka 2, maka Angka Kredit

dapat ditetapkan oleh pejabat lain yang secara fungsional

bertanggung jawab di bidang Analisis Transaksi Keuangan setelah

mendapatkan penunjukan dari pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit.

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak

dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan

dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

a. Tim Penilai bagi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya

Manusia, Organisasi dan Tata Laksana dan Analis Transaksi

Keuangan untuk Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli

Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IVi d

dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IY le di

lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

b. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan yang membidangi Analisis Transaksi

Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata

Laksana dan Analis Transaksi Keuangan untuk Angka Kredit

Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang III/a sampai dengan Analis Transaksi Keuangan

2.

3.

4.

5.
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Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang

IV lc di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan.

2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unit kerja yang

membidangi Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya

Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, dan Analis Transaksi

Keuangan,

4. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a,

paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis

Transaksi Keuangan Ahli Utama.

6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf

b, harus berasal dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan

Tata Laksana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

7 . Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c,

paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Transaksi Keuangan.

8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling tinggi dari jabatan/pangkat

Analis Transaksi Keuangan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja

Analis Transaksi Keuangan; dan

c. aktif melakukan penilaian kinerja.

9. Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

10. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan

secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat

diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa

jabatan.

1 1. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau

berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai

dapat mengajukan usul penggantian anggota Tim Penilai secara

definitif sesuai masa kerJa yang tersisa.
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12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,

dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim Penilai.

13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak

dipenuhi dari Analis Transaksi Keuangan, maka anggota Tim

dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi

menilai kinerja Analis Transaksi Keuangan.

Ketua

dapat

Penilai

untuk

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri

atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan

berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang

diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada

Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan

yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian

tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada

Ketua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat

kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan

keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

Tugas Tim Penilai PPATK, yaitu:

1. Membantu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

Analisis Transaksi Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia,

Organisasi dan Tata Laksana dan Analis Transaksi Keuangan dalam

menetapkan Angka Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama,

pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV ld dan pangkat

Pembina Utama, golongan ruang IV/ e di lingkungan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2. Membantu Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan yang membidangi Analisis Transaksi

Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata

Laksana dan Analis Transaksi Keuangan dalam menetapkan Angka

Kredit Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan ruang III I a sampai dengan Analis Transaksi
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Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan

ruang IY lc di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan.

3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

E. TATA KtrRJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Pimpinan

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT

KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Analis Transaksi Keuangan, dapat

dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat PNS pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan yang menduduki jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli

Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV lc untuk

menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina

Utama Madya, golongan ruang IV ld sampai dengan pangkat

Pembina Utama, golongan ruang lV le, ditetapkan dengan

Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat PNS pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan yang menduduki jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli

Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk
menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc
ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama

Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat PNS pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan yang menduduki jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a untuk menjadi

2.

3.

4.
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Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis

Transaksi Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,

golongan ruanglV lb ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina

Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan

teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat bagi Analis Transaksi Keuangan dalam jenjang

jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan

jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdri. Ni Komang Wiska, SH., MH., NIP. I977O505200IO42OOI

Jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2OI4.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2018, Sdri.

Ni Komang Wiska, SH., MH., memperoleh Angka Kredit Kumulatif

sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan

pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruanglV la, terhitung mulai

tanggal 1 April 2018. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan

pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya

menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya.

Analis Transaksi Keuangan yang memiliki Angka Kredit melebihi

Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat

setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat

diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Andie Prasetyo, S.A.P., NIP I978O162005O4I010 jabatan Analis

Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2OI7. Pada waktu naik

pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIld,
yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 310.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Penata,

golongan ruang III/c menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d yakni 300 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Andie

Prasetyo, S.A.P., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat

diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

6.
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7. Analis Transaksi Keuangan pada tahun pertama telah memenuhi

atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan

pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun

berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 2oo/o (dua

puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang

berasal dari kegiatan Analisis Transaksi Keuangan.

Contoh:

Sdri. Sarah Agustina, S.Psi., NIP. 197802102004032001, jabatan

Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan

ruang lIl I c, terhitung mulai tanggal I April 2OI3 dengan Angka

Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai

dengan 31 Desember 2OI3, Sdri. Sarah Agustina, S.Psi., telah

mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun

pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2OI4 telah

memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan

pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III I d, yaitu

sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang

dimilikinya sejak 31 Maret 2OI4 sampai dengan 31 Maret 20 15

untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang

III/d, Sdri. Sarah Agustina, S.Psi., wajib mengumpulkan Angka

Kredit paling kurang 2ooh x 100 : 20.

KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Analis Transaksi Keuangan, dapat

dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Analis

Transaksi Keuangan dengan ketentuan:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
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Kenaikan jabatan dari Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya

menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama ditetapkan oleh

Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Kenaikan jabatan dari Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama

sampai dengan Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya ditetapkan

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli

Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal

dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Wendhiarto Arif, S.Kom., NIP. 197906082002031001, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal I

April 2OI4, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda, Angka

Kredit sebesar 301. Pada waktu penilaian bulan Januari 2O18, yang

bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 105,

dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsionallteknis yang

mendukung tugas Analis Transaksi

Keuangan.

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Analisis

Transaksi Keuangan

c. Pengembangan Profesi

: 6 Angka Kredit

_ 93 Angka Kredit

Membuat Karya Tulis di bidang Anti :
Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme dalam bentuk

buku yang dipublikasikan secara

6 Angka Kredit

nasional

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Wendhiarto

Arif, S.Kom., adalah 301 + 105 : 406 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Wendhiarto Arif, S.Kom., telah

memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi

sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanl
pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji
kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang

3.

4.
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bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Transaksi

Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruanglV la.
5. Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Analis Transaksi Keuangan Ahli

Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas)

berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Albert Wounde, S.ST., M.Si., NIP. 197003 LOL994O4I001

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV lc, terhitung

mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli

Madya, Angka Kredit sebesar 7lO. Pada waktu penilaian bulan

Januari 2OI9, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit

Kumulatif sebesar 156, dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsio naI lteknis yang : 12 Angka Kredit

mendukung tugas Analis Transaksi

Keuangan

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang :
Analisis Transaksi Keuangan

c. Pengembangan Profesi

1) Membuat Karya Tulis di bidang Anti :
Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme dalam bentuk

buku yang dipublikasikan secara

nasional

2) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan =

atau ulasan ilmiah hasil gagasan

sendiri dalam bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan

130 Angka Kredit

6 Angka Kredit

8 Angka Kredit

Pendanaan Terorisme yang

dipublikasikan dalam bentuk buku
yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional

Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr.

Albert wounde, S.sT. M.Si., adalah 710 + 156 = 866 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Albert Wounde, S.ST. M.Si,

telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi

sebesar 14 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan
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lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,

yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Transaksi

Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan

ruang IV/ d.

6. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum

dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat/jabatan

bagi Analis Transaksi Keuangan terdiri atas:

a. paling kurang BO% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal

dari unsLrr utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan

b. paling banyak 2oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari

r-lnsur penunjang.

2. Ketentuan Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

angka 3 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi

Pembina.

KI. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Analis Transaksi Keuangan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar danlatau pelatihan lebih dari 6 (enam)

bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi,

Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan

Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis

Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum

dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.
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B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan dari jabatannya

karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf

b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan sementara sebagai

PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf b, dapat

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena menjalani

cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf
A angka t huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Analis Transaksi Keuangan, apabila telah selesai

menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali

sebagai PNS.

Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena menjalani

tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada

huruf A angka t huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Analis Transaksi Keuangan setelah selesai menjalani

tugas belajar.

Analis Transaksi Keuangan yang diberhentikan karena ditugaskan

secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada huruf A angka t huruf e, dapat

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3

dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya

sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dan dapat ditambah

dengan Angka Kredit dari sub unsur pendidikan dan pengembangan

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari
jabatan.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan

menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan dan dapat ditambah

dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang

diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis

Transaksi Keuangan dibuat menurut contoh formulir tercantum

dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENYESUAIAN I INPASS/ITG DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018

memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Analisis

Transaksi Keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina

Kepegawaian, dapat disesuarkanf inpassing dalam Jabatan Fungsional

Analis Transaksi Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-lv)/Sarjana (S1) ekonomi,

keuangan, akuntansi dan hukum atau bidang ilmu lain sesuai

dengan kualifikasi yang diatur dengan Peraturan Kepala Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

e. memiliki pengalaman di bidang Analisis Transaksi Keuangan paling

sedikit 2 (dua) tahun;

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan

g. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan

Fungsional Analis Transaksi Keuangan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.

3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya

berlaku selama masa penyesuaian linpassing.

8.

9.
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Jenjang jabatan dalam masa pe nyesuaian I inpassing ditetapkan

berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian linpassing
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2

Tahun 2OI8, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang I (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1

(satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2

(dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung

3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

Untuk rnenjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS

yang akan d.isesuarkanlinpassing sebagaimana dimaksud pada

angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian I inpassing harus

mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

PNS yang dalam masa penyesuaian linpassing telah dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum

disesuaikan I inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar

dalam penyesuaian/ inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

PNS yang telah disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional

Analis Transaksi Keuangan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat

lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta

memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan.

Keputusan penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis

Transaksi Keuangan ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan

perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir tercantum pada

Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

9.

10. Penyesuaianl inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi

Keuangan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31

Januar i 2O2O
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XIV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan,

agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau

pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.

2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan

sebaik-baiknva.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
WAIAN NEGARA

ndang-undangan,
q)

*
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ANAK LAMPIRAN 1

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI I{EUANGAN,

Menimbang '. a. bahwa Saudara .. NIP pangkat/golongan ruang ..... telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Analis Transaksi I(euangan;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat
yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Analis Transaksi Keuangan di bawah ini:
a. Nama :

b. NIP : ......
c. Pangkatlgolongan ruang/TMT : ......
d. Unit kerja : ......
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi
l{euangan jenjang ... dengan angka kredit sebesar ( . . .)

KEDUA : ...

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ,

pada tanggal

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan

pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2OI8
TENTANG PETUNJUK PBLAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPI NDAHAN

DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI I(EUANGAN

NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .. NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi
Keuangan melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : i, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2OI8 tentang Petun;uk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi I{euangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:
a. Nama : .,...
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d, Unit kerja : .,...
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi
Keuangan jenjang . dengan angka kredit sebesar .... (........ ..... )

KEDUA : ... ........ **)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .

pada tanggal

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan

pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan:
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 34'

PERATURAN BADAN I(EPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DATTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA

BIDANG PELAPORAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KBTBRANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawar

+. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
.7 Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILA]

LAMA BARU JUML.AH LAMA BARU JUMLAH
1

? 4 6 7 8

I UNSUR UTAMA

I PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah

l) Doktor (S3)

2l Magister (S2)

3) Sarjana/Diploma IV

B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan
mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPL)

I lamanya lebih dari 960 jam

2 lamanya antara 641-960 jam

3 lamanva antara 481-640 iam

4 lamanya antara 161-480 jam

5 lamanya antara 81- 160 jam

6 lamanya antara 31-80 jam
7 lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN

A Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan
Pelayanan Bea dan Cukai

1) m elaku kan identifikasi dan m em berikan notrfikasi
kepada pihak pelapor dan Kantor Pengawasan
Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan regtstrasi
pelaporan berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk keperluan database pelaporan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL rIM PE ILAI

LAMA BARU JUMT,AH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

2l memberikan persetujuan terkait regtstrasi pelaporan,
pengkinian petugas pelapor, petugas penghubung,
dan petugas administrator pihak pelapor dan kantor
Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukar

B Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak
pelapor dan pihak terkart lainnya

1) melakukan evaluasi atas laporan transaksi keuangan
mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai,
laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke
luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunar
lintas batas, dari pihak pelapor guna identifikasi
laporan yang tidak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

2) memberikan umpan balik terkait laporan transaksi
keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan
tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari
dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang
tunai lintas batas elektronis yang dikrrimkan kepada
PPATK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

3) pengolahan dan penyediaan data Sistem Informasi
Pengguna Jasa Terpadu yang diterima dari pihak
pelapor

C Penyusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman
pelapor an guna optim ali sasi kewaj iban pelaporan

1) melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawas
dan pengatur, asosiasi, pihak pelapor, dan pihak
terkart lainnya dalam rangka menerima masukan dan
harmonisasi penyr-rsunan atau perubahan ketentuan
dan pedoman bagi pihak pelapor

2l men5rusun daftar inventarisasi masalah atau matriks
perbandingan ketentuan dan/atau kajian substansial
atau naskah akademis rancangan pedoman mengenai
pelaporan

D Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui
penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi,
dan pelatihan

1) menindaklanjuti pertanyaan atau pengaduan dari
pihak pelapor yang disampaikan melalui surat
elektronik, surat, aplikasi, atau telepon

2) mengka3i data dan informasi guna pemetaan
kebutuhan pelatihan, asistensi, dan bimbingan teknis
bagr pihak pelapor yang berbasis risiko

E Pengelolaan data direktori
l) melaksanakan pengelolaan database pelaporan

berdasarkan data populasr pihak pelapor atau pihak
terkart lainnya, data jumlah pihak pelapor atau pihak
terkart lainnya yang telah melakukan registrasi dan
data pihak pelapor atau pihak terkart lainnya yang
telah melakukan pelaporan serta pengkinian data
pihak pelapor atau pihak terkait lainnya, serta
menJrusun statistik pelaporan untuk informasi bagr
para pemangku kepentingan di internal PPATK

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian I pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI.-A,H LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 6 8

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian I pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku

b, dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Antt Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaal Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan
di perpustakaan instansi yang bersangkutan:

CL. dalam bentuk buku
b, dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) M enyamp aikan prasaran berup a tinj au an, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
)\ Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l

3)

M embuat ketentu an p elaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRI\NSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analists Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uarrg dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jan pelatihan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 4 5 o 7 8

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

1 M en gikuti ke giatan se min ar / lokakarya/ konferen si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas / Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota

C Keanggotaan dalam organisasi profest

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

I Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Krnerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
tr Perolehan penghargaan / tanda j asa

M emp eroleh Pen ghargaan / tanda j asa S atyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun

F Memperoleh gelar kesarjanaan lzunnya

Gelar kesar.;anaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang Jabatan dl atas/dl bawah *f

I 2 3 4 5 6 I 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

ru Catatan PeJabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

i:"i",""

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllai :

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tlm Penllai :

].
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(N am a )

NIP.
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA
BIDANG ANALISIS

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan .,... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI-AH LAMA BARU JUMLAH
I z 3 4 5 6 7 d

I UNSUR UTAMA

i PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat rjazah

1) Doktor (S3)

2) Magister (52)

s) Sarjana/Diploma IV

B Pendidikan dan pelalihan fungsional intelijen dan
mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

l) lamanya lebih dari 960 jam

2) lamanya antara 641-960 jam

3) lamanya antara 481-640 jam

4) lamanya antara 161-480 jam

s) lamanya antara 81- 160 jam

6) Iamanya antara 31-80 jam

7l lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

M en giku ti pendidikan dan pe latih an praj abatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS

A Pra Analisis

1) melakukan penelaahan awal atas laporan transaksi
keuangan mencurigakan secara mandiri

2l melakukan penelaahan awal atas pengaduan
masvarakat

3) melakukan penelaahan awal atas laporan pembawaan
uang tunai lintas batas yang mencurigakan

+l melakukan penelaahan awal atas spontaneous
information dari fi.nancial tntelligence unit negara lain

s) melakukan penelaahan awal atas kasus yang menjadi
kepentingan umum atau perhatian publik

6) melakukan penelahaan awal atas hasil audit khusus

7l melakukan penelahaan awal atas hasil analisis
dinamis

8) melakukan penelaahan awal atas permintaan
informasi dari penyidik atau instansi atau financial
intelhgence unit negara lain
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PBNGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 6 7 I

B Pelaksanaan Analisis

l) melakukan identrfikasi informasi atau data transaksi
keuangan yang dibutuhkan atas dasar permintaan
dari penyrdik, instansi, atau fnancial intelligence unit
negara lain

2l men)rusun konsep hasil analisis final proaktrf dengan
kompleksitas sedang

3) men)rusun konsep hasil ana-lisis frnal reaktif dengan
kompleksitas sedang

4) menJrusun konsep informasi final proaktif dengan
kompleksitas sedang

s) menJrusun konsep informasi final reaktif dengan
kompleksitas ringan

6) menJrusun konsep informasi hnal reaktif dengan
kompleksitas sedang

7) menJrusun konsep laporan intelijen kepada fnancial
intelligence unlt negara lain dengan kompleksitas
sedang

C Pasca Analisis

r) melakukan pengumpulan atas jawaban kuesioner
umpan balik hasil analisis yang disampaikan oleh
penyidik

2) melakukan pengumpulan hasil analisis yang tidak
ditindakl anj uti atau dihentikan prose s penyelidikan
atau penyidikannya

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh l,embaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku

b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan
di perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a, dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA I{RED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL rIM PE ILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 4 6 8

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dart
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2) Menedemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
c Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

r) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l

3)

M emb u at ketentu an pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatrh pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatjh di bidang Anti Tindak Pidana Pencuctan
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Anahsis Transaksi Keuangan

I M en gikuti ke giatan seminar / I okakary a I konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagar:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas / Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

1 Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilar Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan /tanda jasa

M emperoleh Pen ghargaan / tanda j asa Satyalancan a
Karvasatva

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMTA,H LAMA BARU JUMLAH

1 2 4 6 a 8

F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2 Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (53)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang Jabatan di atas/dl bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 I

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

l. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama )

NIP.
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DAF"|AR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA
BIDANG PEMERIKSAAN

Nomor:

MASA PENILAIAN

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggai Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan an gka kre ditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I D 4 6 I

I UNSUR UTAMA

I PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat tlazah

1) Doktor (S3)

2l Magister (S2)

3) Sarjana/Diploma IV

B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan
mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPL)

I lamanya lebih dari 960 jam

2 lamanya antara 641-960 jam

3 lamanya antara 481-640 jam

4 lamanya antara .l6 1-480 jam

5 lamanya antara 81- 160 jam

6 lamanya antara 31-80 1am

7) lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN

A Pra Pemeriksaan

r) mengidentifikasi dan mengeksplorasi data laporan
transak si keu an gan m encuri gakan, laporan tran saksi
keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer
dana dari dan ke luar negeri, atau laporan
pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis,
hasil audit khusus, data administrasi kependudukan,
data sistem administrasi badan hukum, data
informasi perpajakan, data pada Sistem Informasi
Pengguna Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan
penyelengga-ra negara, atau, data atau informasi
lainnya yang berasal dari media massar media sosial,
internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa,
pihak terkait dan pihak pelapor
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI P NGUSUL fIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I z 4 5 6 7 8

2\ membuat tabulasi data atas pengidentifikasian dan
pengeksplorasian data laporan transaksi keuangan
mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai,
laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke
luar negeri, laporan pembawaan uang tunai lintas
batas, hasil analisis, atau hasil audit khusus

3) melakukan analisis data dan informasi atas data
laporan tran saksi keuan gan me ncurigakan, laporan
transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan
transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan
pembawaan uang tunai lintas batas, hasil analisis,
atau hasil audit khusus yang telah dikumpulkan dan
diidentifikasi

4l membuat hasil telaahan yang komprehensif yang
memuat dasar telaahan, ringkasan kasus,
ketersediaan data, identifikasi data dan pihak
pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat predikasi
dan hipotesis awal serta rekomendast

B Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

1) menJrusun surat pemberitahuan, surat permintaan
data dan informasi pemeriksaan kepada pihak
pelapor

2) m e nyamp aikan surat pemb eritahu an pem eriksaan
dan permintaan dokumen kepada penyedia jasa
keuangan yang menjadi tempat pemeriksaan ketjka
melakukan entry meeting dan pelaksanaan
pemeriksaan

3) melakukan wawancara kepada pihak pelapor dan
pihak terkait

4) melaksanakan pemeriksaan di lapangan yang berupa
akses data dan informasi dari perangkat, dokumen
informasi, sistem atau basis data tertentu, melakukan
konfirmasi yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan
atau tertulis kepada pihak ketiga, melakukan analisis
data dan informasi yang diperoleh, membuat kertas
kerja mutasi rekening, melakukan pengambilan
gambar atau suara, mendokumentasikan setiap
transaksi keuangan yang teridentifikasi terdapat
indikasi tindak pidana asal dan/atau tindak pidana
pencucian uang, mengumpulkan bukti transaksi yang
didapat dan membuat daftar dokumen

s) men5rusun hasil pemeriksaan lapangan yang meliputi
kertas kerja pemeriksaan, membuat flow chart atau
skema keterkartan pihak terperiksa, pil? pihak,
aliran dana, keterangan terkait lainnya yang
diperlukan serta dugaan atau indikasi pidana

6) melakukan kompilasi data atau informasi transaksi
keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian
uang atau tindak pidana asal untuk melakukan
persiapan pen5rusunan laporan hasil pemeriksaan

C Pen5rusunan Hasil Pemeriksaan

menJrusun surat penyampaian laporan hasil
pemeriksaan ke kepolisian atau kejaksaan atau surat
penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke
penyrdik lain

D Kegiatan Pasca Pemeriksaan

1) menyamparkan surat kepada penyedia jasa keuangan
terkait pemberitahuan dan apresiasi atas selesainya
pemeriksaan

2l mendokumentasikan dokumen hasil pemeriksaan
beserta seluruh data pendukung disimpan sesuai
prosedur penyrmpanan arsip atau dokumen pada
penata usaha
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL IIM PE ILAI
LAMA BARU JUMI.AH LAMA BARU JUMLAH

1 2 a 4 5 o 7 I
3) men gkoordinasikan pelaksanaan evalu a si intern al

atau eksternal atas pelaksanaan kegiatan
pemeriksaan selama satu tahun

4l pengumpulan umpan balik dan menyusun analisa
umpan balik atas kualitas laporan hasil pemeriksaan
untuk memaksimalkan penggunaan laporan atau
informasi hasil pemeriksaan oleh aparat penegak
hukum dalam penanganan kasus tindak pidana
pencucian uang

s) melakukan permintaan data tambahan ke penyedia
jasa keuangan dan menganalisanya sesuai
permintaan dari penyrdik atau penyelidik setelah
laporarr hasil pemeriksaan disampaikan sesuai
p erkemb an gan hasil p enyelidikan atau penyrdikan

6) melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum
terkait perkem b an gan penyelidikan dan penyidikan

7) membuat berita acara hasil koordinasi dengan aparat
penegak hukum

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitran I pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2\ Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku

b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lemLraga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4\ Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan
di perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s)

6)

Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

M enyamp aikan prasaran berupa tinj au an, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan larnnya dr
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL IIM PENILAI
L{MA BARU JUMLAH T-AMA BARU JUMLAH

1 2 4 5 6 8

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a, dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l

3)

Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Ptdana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatrhan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I M engikuti ke giatan semin ar/ lokakarya/ konferen si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b M oderator / Pemb ahas / Narasum ber

c Peserta

2 Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
c Keanggotaan dalam organisasi profesr

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

1 Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisi s Transaksi Keu angan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan/ tanda j asa

M emp eroleh Pen ghargaan / tand a j asa S atyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. l0 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan larnnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

I Sarlana (S 1) / Diploma IV

2 Pasca Sarjana (52)

3. Doktor (53)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenJang jabatan di atas/di bawah *)

1 2 3 4 5 6 B

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ......,

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penilai :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilal

I.
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(N am a )

NIP.
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DAF"|AR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA

BIDANG RISET
Nomor:

MASA PENILAIAN .

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawar

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan/ TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 o 7 I

I UNSUR UTAMA

I PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mend apat ijazah I gelat

1) Doktor (S3)

2l Magister (S2)

3) Sadana/Diploma IV
B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan

mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(sT'fPL)

1) Iamanya lebih dari 960 jam

2l Iamanya antara 641-960 jam

3) lamanya antara 48 I -640 1am

+) Iamanya antara 161 -480 jam

s) Iamanya antara 81- 160 jam

6) lamanya antara 31-80 jam

7) lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatrhan Frajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET

A Kebijakan Rrset

melaksanakan ke giatan penyiapan rumu szul
kebijakan di bidang riset

B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

r) melakukan kegratan penylapan penyusunan kerangka
acuan kerja

2l persiapan pelaksanaan survei

3) pengawasan pelaksanaan survei

4l pen)'usunan analisis hasil indeks persepsi

C Laporan Statistik
1 mengumpulkan bahan data statistrk
2 melakukan pengolahan data statistik
3 menJrusun laporan statrstik
4 men)rusun statistik khusus
5 m eiaksanakan ke giatan diseminasi laporan statistik
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL UM PENILAI
LAMA BARU JUMT,AH LAMA BARU JUMLAH

1 2 ? 4 5 6 7 B

D Laporan Hasil Rrset

r) melaksanakan kegiatan pengumpulan data

2l melakukan pengolahan data riset
3) melakukan analisis data

4) men)'usun kajian literatur riset

E Laporan Kajian Tematik
menyusun laporan kajian tematik

F Regional Risk Assessment
melakukan kegiatan regtonal nsk assessment

H Data Mining

melakukan kegiatan data mtning

3 PE \GEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a, dalam Lrentuk buku

b dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b, dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Antj Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan
di perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s)

6)

Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 6 8

C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau
ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2\

3)

Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keu algan

I
I Men gikub ke giatan se min ar / Iokakarya / konferensi terkait

Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagar:

a Pemrasaran

b M oderator / Pembahas / Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasiona-l atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profe si

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

I Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisi s Transaksi Keu angan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karvasatva

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarlana (S2)

3, Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 J 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...,.,.

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

ry Catatan PeJabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilar

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama )

NIP.



INSTANSI :

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yan g diperhitu ngkan an gka kre ditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

JUMLAH JUMLAH

PBNDIDIKAN
Pendidikan sekolah dan mend apat ijazah.

Doktor (S3)

Magrster (S2)

Sarjana/Diploma IV

Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81- 160 jam

Iamanya antara 31-80 1am
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan pralabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Lingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG KERJASAMA

Pelaksan aan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian
Diseminasi Hasil Analisis Atas Laporan atau Informasi
Transaksi Keuangan

mendesiminasi dokumen hasil analisis atau hasil
pemenksaan secara offltne kepada instansi penyidik
tindak pidana pencucian uang atau dokumen
informasi kepada instansi peminta

mengumpulkan bahan koordinasi dengan instansi
penegak hukum atau instansi terkait mengenai
tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan,
informasi lainnya terhadap penanganan kasus tindak
pidana pencucian uang atau tindak pidana Iarnnya
atau terkait hal lainnya

melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap tindak
lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang
diserahkan kepada penyidik untuk mendukung
penarlganan perkara tindak pidana pencucian uang
atau tindak lanjut informasi yang diserahkan kepada
kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut
informasi yang disampaikan kepada f"nancial
intelligence unit negara larn
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DAFIAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA

BIDANG KERJASAMA
Nomor:

MASA PtrNILAIAN
Bulan ..., .. ....... s
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL rIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 6 8

4) mempersiapkan bahan kegiatan asistensi atau
bantuan teknis dengan instansi penegak hukum dan
instansi terkait lainnya untuk mendukung
penangzrnan perkara trndak pidana pencucian uang
dan tindak pidana lainnya

B Pengoordinasian Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Pencucian Uang dengan Instarr.si Terkait Baik Dalam
Maupun Luar Negeri

1) mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi
terkait mengenai pelaksanaan kerla sarna dalam
negeri sebagar upaya pelaksanaan fungsi kerja sarna
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

2l mempersiapkan bahan koordinasi dengan instansi
terkart mengenai pelal<sanaan kerjasama luar negeri
sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerjasama Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

3) mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau
dokumen sejenis dengan instansi dalam negeri guna
mengefektifkan kerja szrma yang telah terjalin

4l mengevaluasi implementasi nota kesepahaman atau
dokumen sejenis dengan financial intelligence unit
negara lain guna mengefektifkan kerja sama yang
telah terialin

c Pengkoordinasian Dalam Pen5rusunan Rencana Aksi
Tahunan Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) mempersiapkan bahan dan pelaksanaa-n rapat Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagar upaya
meningkatkan sinergl anta-r instansi dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang

2) mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat
Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan
sinergi antar instansi dalam pencegahan dan
pemberantasan trndak pidana pencucian uang

3) mempersiapkan bahan dan pelaksanaan rapat
Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan
sinergi antar instansi dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang

4) mempersiapkan koordinasi dalam penJrusunan
rencana aksi tahunan strategi nasional pencegahan
dan pemberantasan tindak prdana pencucian uang
dan pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencuclan uang

s) mempersiapkan pelaksanaan dan bahan koordinasi
pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi
nasional pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme
sebagai pedoman nasional dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang

D Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Hubungan Kerja
Antara Fusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
dengan Organisasi Internasional
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL fIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 4 5 6 I

1) mengumpulkan bahan penyusunan mutual
eualuation progress report atau laporan sejenis untuk
memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia Pasific
Group on Moneg Laundenng

2l mengumpulkan bahan penJrusunan member sfatus
report atau dokumen sejenis untuk memenuhi
kewajiban sebagai anggota Asia PaszTtc Group on

Moneg Laundenng

3) mengumpulkan bahan pen5rusunan laporan trndak
Ianjut atau dokumen sejenis untuk Financial Action
Task Force

4l mengumpulkan data penyrsunan country report atanu

dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai
anggota Egmont Group

s) m e ngumpulkan bahan analisis ke se su aian kebij akan
dan prosedur dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme dengan standar yang
dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk
mencapai kesesuaian antara kerangka domestik antr
pencucian uang dan pencegahan pendanaan
terorisme dengan standar internasional

6) mengumpulkan bahan penlusunan laporan
perkembangan rezim anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme atau dokumen sejenis bagi
Persenkatan Bangsa-Bangsa, G20, Asian Pasific
Economic Coorporatio n dan organisasi internasional
lainnya

7l m emfasilitasi ke ikutsertaan p erwakilan Pu sat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam
forum internasional

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Ttrlis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secetra nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa trnjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang turti Tindak
Prdana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a, dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan
di perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku

b. dalam makalah
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL rIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1I 2 3 4 5 o 7 8

s) Ttrlisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) M enyampaikan prasaran b erupa tinj auan, gagas€rn

atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Prdana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Trndak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

r) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2)

3)

Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatrh pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jan pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I Men gikuti ke giatan semin ar / I okakary a I konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator/ Pembahas/ Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota

C Keanggotaan dalam organisasi profesr

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I Pengurus aktif

2 Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan/tanda jasa

Memp eroleh Pen ghargaan / tanda j asa S atyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MEN URUT

INST ANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMI.,AH L.A,MA BARU JUMt,AH
I 3 4 6 8

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarlanaan larnnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

t Sadana (Sl)/Diploma IV

2 Pasca Sarjana (S2)

3 Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiaten JenJang Jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 .7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penilai

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.



INSTANSI

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pen didikan yan g dip erhitun gkan an gka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

JUMLAH

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat ilazah

Doktor (S3)

Magrster (S2)

Sarjana/Diploma IV

Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan
mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPL)

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-96O jam

lamanya antara 481-64O jam

lamanya antara 161-48O jam

lamanya antara 8 1- 160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN
KEPATUHAN

Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus
Audit Khusus

membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar
audit
melakukan audit pendahuluan berdasarkan data dan
informasi yang telah ada

menyiapkan laporan hasil audit pendahuluan

melakukan penilaian atas kecukupan pedoman
prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki
auditee terkait peran aktif direksi, komisari, atau
pengurus

melakukan penilaian atas kecukupan pedoman
prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki
auditee terkait kebijakan dan prosedur

melakukan penilaran atas kecukupan pedoman
prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki
auditee terkart pengendalian intern

melakukan penilaian atas kecukupan pedoman
prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki
auditee terkait sistem informasi

-r25-

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA
BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

d Bulan..
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MBN JRUT

INST ANSI P NGUSUL IIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 4 q 6 7 8

8) melakukan penilaran atas kecukupan pedoman
prinsip mengenali pengguna jasa yang dimiliki
auditee terkait sumber daya manusia dan pelatrhan

e) melakukan wawerncara dengan karyawan auditee
untuk mengetahui proses bisnis auditee

10) meneliti dokumen transaksi auditee dan
kelengkapannya

11) melakukan pengolahan data dan analisis transaksi
pengguna jasa berupa uji petik untuk menentukan
apakah suatu transaksi memenuhi unsur untuk
dilaporkan sebagai laporan transaksi keuangan
mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai,
laporan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau
laporan transaksi

r2) membuat kertas kerja audit

13) membuat konsep hasil audit berupa temuan
dan/atau rekomendasi

14) memberikan dan mengkomunikasikan konsep hasil
audit ke auditee

ls) membuat laporan hasil audit

16) membuat surat bina ke auditee

17) membuat surat pembentahuan hasil audit ke
lembaga pengawas dan pengatur

18) melakukan pengarsipan atas dokumen-dokumen
audit

B Mel kukan Pemantauan Tindak Laniut Hasil Audit;

1) memasukan temuan yang harus dilakukan
pemantauan pada matrik pemantauan atau kertas
kerja pemantauan

2l membuat dan mengrrimkan surat peringatan ke
auditee apabila auditee belum memenuhi komitmen
hasil audit

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkalian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kmbaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitran I pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LI PI)

+l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan
di perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MBN JRUT

INSTANSI PF NGUSUL IIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 4 5 6 8

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) M enyamp aikan prasaran be rup a tinj au an, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
tridang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) Ter;emahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2l Menerjemahkan/menyadur di bidang turti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l

3)

M embu at ketentu an pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jan pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I M engikutr ke gi atan semin ar / lokakarya / konfe re nsi terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator/ Pembahas/ Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

t Pengurus aktrf

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b turggota
E Perolehan penghargaan / tanda j asa

Memperoleh Penghargaan/ tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun
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NO

UNSUR YANG DINILA]

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN URUT

INSl ANSI PENGUSUL IIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 6 I
2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang ticlak sesuai dengan
bidang tugas :

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG



Butir Kegiatan JenJang Jabatan di atas/dt bawah *)

1 2 3 AT 5 6 -7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnye-

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penitai I )

NIP

(Nama Penilar II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai :

t.
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISMB

Nomor:

MASA PENILAIAN :

... Tahun.

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan I TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PBNILAI
JUMLAH JUMLAH

UNSUR UTAMA

PBNDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah

Doktor (S3)

Magister (S2)

Sarjana/Diploma IV
Pendidikan dan pelabhan fungsional intelijen dan
mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPL)

lamanya lebih dari 960 jam

Iamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanva antara 161-480 iam

lamanya antara 8l - 160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 3O jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikutr pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM
PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Pen5rusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan
Manajemen Internal

merumuskan kebijakan strategts dalam penJrusunan,
pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait
kebijakan di bidang anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme dan manajemen internal

Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

merumuskan strategi implementatif terhadap
ketentuan internal sebagar bentuk tindak lanjut
laporan bantuan hukum

Pen5rusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme

melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum

PENGEMBANGAN PROFESI

Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism



r32 -

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KREDIT MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PENILA]
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

tf 2 4 6 7 B

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Prdana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri da-lam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokum entasikan
di perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinlauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Prdana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Penbucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorrsme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2)

3)

Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatrhan
fungsional atau teknis furalisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 ja.rn pelatihan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMT.AH LAMA BARU JUMLAH
1 2 4 6 7 8

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I M en giku ti ke giatan se min ar / I okakary a I konferen si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator/ Pembahas/ Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilar Kinerja Jabatan Fungsional
Analisi s Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memp eroleh Penghargaan / tand a j asa Satyalancana
Karvasatva

I 30 (trga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

1 Sarjana (S 1 )/ Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (53)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang Jabatan di atas/di bawah *f

1I 2 3 A
a 5 6 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .. .. . ..

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul

1

2

3

4 . dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilai :

i,
2,

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama )

NIP,
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ANAK LAMPIRAN 38
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DAF"fAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KRBDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAI(SI I(EUANGAN

DAF"TAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA

BIDANG PELAPORAN

Nomor:

MASA PENILAIAN
Bulan ..,..,.,..... s

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

JUMT,AH

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat ijazahlgelar

Doktor (S3)

Magister (S2)

Sarjana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional intehlen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara a81-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 8 1- 160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatrhan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN

Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan
Pelayanan Bea dan Cukai

mengkaji mengenai regrstrasi pelaporan pihak pelapor
atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai

mengkaji perubahan atau pengkrnian prohl pihak
pelapor atau Kantor Pengawasan Pelayzulan Bea dan
Cukai

Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak
pelapor dan pihak terkait lainnya
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGI(A KREI-] T MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 5 6 7 8

1) melakukan verifikasi untuk laporan transaksi
keuan gan me ncurigakan, laporan tran saksi keu an gan
tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari
dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang
tunai lintas batas yang telah sesuai ketentuan

2) melakukan monitoring dan evaluasi pemberi€rn umpan
balik terkait laporan transaksi keuangan
mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai,
laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke
luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai lintas
batas elektronis yang dikirimkan kepada PPATK, yang
belum sesuai dengan ketentuan

C Pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak
pelapor

mengusulkan pembinaan dan pengenaan sanksi
administratif kepada pihak pelapor yang tidak
melaksanakan kewajiban pelaporan dan Sistem
Informasi Pengguna Jasa Terpadu sesuai ketentuan

D Optrmalisasi perbaikan kualitas data pelaporan

melakukan evaluasi kualitas data pelaporan yang
disampaikan oleh setiap pihak pelapor dengan
menggunakan aplikasi

E Pen5rusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman
pelap oran guna optim ali sasi kewaj iban pelaporan

men)rusun atau mengubah rancangan ketentuan dan
pedoman pelaporan bagr pihak pelapor

F Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui
penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi,
dan pelatihan

1) men1rusun rekapitulasi pembenan layanan bantuan
setiap triwulanan kepada pimpinan yang berisikan
kendala dan solusi

2l melaksanakan pelatihan, asistensi, dan bimbingan
teknis bagi pihak pelapor

3) melaksanakan evaluasi pedoman dan ketentuan
internal pihak pelapor berdasarkan kesesuaian antara
pedoman dan ketentuan internal dengan peraturan
yang telah ditetapkan agar pedoman dan ketentuan
internal yang disusun oleh pihak pelapor memenuhi
ketentuan

G Memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna
optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan
pendanaan terorisme oleh pihak pelapor

melaksanakan kajian dan penyusunan rekomendasi
kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya
pencegahan anti pencucian uang atau pencegahan
pendanaan terorisme oleh pihak pelapor

H Tindak lanjut atas permohonan penundaan transaksi
melaksanakan tindak lanjut atas laporan penundaan
transaksi berdasarkan standar prosedur operasi
penanganan penundaan transaksi guna memastikan
penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia
jasa keuangan telah sesuai dengan ketentuan

I Sistem penjaminan mutu data pelaporan
menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan
data pelaporan

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

l) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 4 5 6 7 8

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tiryauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiatr
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

r) Terjemahan,/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2) Mener.lemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

r) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2)

3)

Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRAHSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN
ANGKA KREDIT MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PE] ILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I o 6 7 I
Mengikuti kegiatan seminar/lokakar,ya/konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagar:

a Pemrasaran

b Moderator/ Pembahas/ Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
c Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua
b Anggota

E Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karvasatva

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang Jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pe.labat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilal

l.
2.

3.

+. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penllal

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama )

NIP.
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA

BIDANG ANALISIS
Nomor:

MASA PENILAIAN :

d Bulan..
KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
JUMLAH

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mend apat ijazah/ gelar

Doktor (S3)

Magrster (S2)

Saqana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsiona-l intelijen dan
mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatrhan
(srrPL)

lamanya lebih dari 960 jam

Iamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanya antara l6 1-480 jam

lamanya antara 81- 160 jam

Iamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

M en gikuti pendidikan dan pelatrhan praj abatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KBUANGAN BIDANG ANALISIS

Pra Analisis

melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran
informasi dengan financial intelligence unit negara lain

melakukan korespondensi dan monitoring pertukaran
informasi dengan pihak pelapor atau instansi lain

Pelaksanaan Analisrs

melakukan identifikasi informasi atau data transaksi
keuangan yang dibutuhkan untuk pembuatan hasil
anahsis sementara

men5rusun hasil analisis sementara
melakukan kegiatan koordinasi, pengambilan dan
verifikasi data
melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau
eksternal dalam rangka pendalaman pen)'usunern
konsep hasil analisis

menJrusun konsep hasil analisis frnal proaktif dengan
kompleksitas berat

menJrusun konsep hasil analisis final reaktif dengan
kompleksitas berat
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MEN] JRUT

INST ANSI PENGUSUL fIM PE ILAI
t,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 z 3 4 6 8

7) melakukan pembahasan atau koordinasi internal atau
eksternal dalam rangka pendalaman penyusunetn
konsep informasi

8) menyusun konsep informasi final proaktif dengan
kompleksitas berat

e) men)rusun konsep informasi final reaktif dengan
kompleksitas berat

C Pasca Analisis

t) melakukan tindak lanyut atas penundaan transaksi
yang dllakukan oleh penyedia lasa keuangan

2l men1rusun konsep rekomendasi untuk dilakukan
penghentian sementara transaksi

s) menJrusun konsep rekomendasi untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap hasil analisis

4) menJrusun konsep rekomendasi untuk dilakukan
intersepsi atau penyadapan kepada instansi penegak
hukum

s) men5rusun konsep rekomendasi untuk dilakukan audit
khusus sebagai tindak lanjut hasil analisis

6) men5rusun konsep rekomendasi kepada Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau
pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan
penetapan pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat

tl mengumpulkan dan mengolah data untuk kepentingan
analisis dinamis

8) melakukan analisis untuk kepentingan analisis
dinamis

e) mengkoordrnasikan kegratan analisis drnamis

10) melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan
tran sak si keuan gan m encurigakan, laporan tran saksi
keuangan tunai, laporan transaksi, laporan transfer
dana dari dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan
uang tunai lintas batas informasi tambahan dalam
rangka pelaksanaan analisi s

11) men)rusun konsep usulan pengenaan sanksi terhadap
pihak pelapor dalam rangka pelaksanaan analisis

t2) melaksanakan kegiatan dalam kartannya dengan
analisis

D Sis em Penjaminan Mutu Hasil Analisis
menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan
hasil analisis

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

l) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengka.lian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 o 8

J,l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia {LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyamparkan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan larnnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

s) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatrh pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengalar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jarn pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

M en grkuti ke giatan sem inar / I okakary a I konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagar:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas / Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

aa. Ketua

b Anggota
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN URUT

INS] ANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAI{ LAMA BARU JUMLAH

1 2 a 4 6 8

c Keanggotaan dalam organisasi profesr

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan /tanda jasa

M emp erole h Penghargaan / tand a j asa Satyalancana
Karvasatva

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

I Sarjana (S 1)/Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang Jabatan di atas/dt bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Cetaten PeJabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai

t.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama )

NIP.



INSTANSI

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILA]

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
JUMLAH JUMLAH

PENDIDIKAN
Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah lgelar

Doktor (S3)

Magrster (S2)

Sarjana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan
mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
{STTPLI

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-64O jam

lamanya antara 16 I -480 jam

lamanya antara 81- 160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pen didikan d an pelatrhan praj ab atan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN

Pra Pemeriksaan

melakukan penelaahan data dengan cara menganalisis
data dan informasi yang telah terkumpul dengan
menggunakan analyttcal tool yang tersedia

memformulasikan data dan informasi transaksi
keuangan yang telah dianalisis dengan data dan
informasi lain yang diperoleh dalam rangka
menemukan indikasi awal atas dugaan tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana asal dalam rangka

follou the moneg dan follou the suspect

melakukan gelar kasus awal untuk menentukan
telaahan kasus dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan
atau tidak

membuat resume hasil telaahan yang memuat
substansi pokok kasus, hipotesa awal, predikasi dan
kesimpulan awal mengenai adanya indikasi tindak
pidana asal dan tindak pidana pencucian uang

men)rusun program kerja pemeriksaan

menJrusun rencana pemenksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

meriviu surat pemberitahuan, surat permintaan data
dan informasi pemeriksaan kepada pihak pelapor

_148_

DAFTAR USUL PENTLAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
BIDANG PEMERIKSAAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 4 q 6 7 8

2\ meriviu atas penyampaian surat pemberitahuan riksa
dan permintaan data atau informasi saat entry meeting
dengan menyamparkan latar belakang pemeriksaan

3) memimpin pelaksanaan wawancara kepada pihak
pelapor dan yang terkait

4l memimpin pelaksanakan pemeriksaan di lapangan
yang meliputi akses data dan informasi dari perangkat,
dokumen informasi, sistem atau basis data tertentu,
konfirmasi pertanyaan secara lisan atau tertulis
kepada pihak ketiga, analisis data dan informasi yang
diperoleh, membuat kertas kerja mutasi rekening,
melakukan pengambilan gambar atau suara,
melakukan pendokumentasian setiap transaksi
keuangan yang teridentifikasi terdapat indikasi tindak
pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang,
mengumpulkan bukti transaksi yang didapat dan
membuat daftar dokumen

s) meriviu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan

6) meriviu hasil analisa pemeriksaan lapangan

7) meriviu pembuatan kompilasi data atau informasi
transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana
asal atau tindak pidana pencucian uang untuk
melakukan persiapan penyusunan laporan hasil
pemeriksaan

8) menilai kualitas hasil pemeriksaan yang disusun oleh
tim pemeriksa

C PenJrusunan Hasil Pemeriksaan

r) melakukan gelar perkara internal kepada pimpinan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

2) menJrusun laporan atau informasi hasil pemeriksaan

3) menJrusun matriks unsur tindak pidana

4) melakukan gelar perkara eksternal

D Sistem Penjaminan Mutu Hasil Audit
menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan
hasil pemeriksaan

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

l) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian I pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dioublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Prdana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasronal

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MEN LJRUT

INST ANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 4 6 n

4l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Ttrlisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan larnnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b, dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2\ Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksr Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jalr^ pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keu angan

I M en gikuti ke giatan semin ar / lokakarya / konferen si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas / Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
c Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi proTesi Nasional

I Pengurus aktif

2. Anggota aktrf
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KREDIT MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

T 2 3 4 6 8

a Ketua

b Anggota
k Perolehan penghargaan / tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karvasatva

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3 l0 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

I Sarjana (S 1)/ Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan JenJang Jabatan di atas/dl bawah *f

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataa-n melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penllai :

t.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP.

VI Catatan Ketua Tim Penilai

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

N

NIP.



INSTANSI :
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
BIDANG RISET

Nomor:

MASA PENILAIAN
BuIan

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawan

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yan g diperhitungkan an gka kre ditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

JUMLAH

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar

Doktor (53)

Magrster (52)

Sarjana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen dan
mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(sTrPL)

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

Iamanya antara 481-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81- 160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET

I{ebr.yakan Riset

merumuskan rencanakerja di bidang riset
melaksanakan kegiatan penJrusunan dan
penyempumaan standar operasional prosedur Riset

Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang
dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

pen gawasan pen)'u sunan in dek s

pen5rusunan laporan indeks
diseminasi hasil indeks

Laporan Statistik
menJrusun dan mereviu desain output statistik
melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atds laporan
statistik

Laporan Hasil Riset

melakukan persiapan pelaksanaan riset
melakukan riviu hasil pengolahan data

melakukan riviu hasil analisis data

melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyusl-lnan
Iaporan riset bersama

menJrusun laporan hasil riset
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I z 4 6 7 8

6) melaksanakan kegiatan diseminasi laporan hasil riset

7) melaksanakan kegiatan penilaian kualitas atas laporan
hasil riset

E Laporan Kajian Tematik
m elakukan supervi si ke giatan penJru sunan kaj ian
tematik

F National Risk Assessment
1) melakukan persiapan pelaksanaan national risk

assessment

2) men)rusun laporan national risk assessment

3) melaksanakan tindak lanjut rekomendasi national risk
assessment

4) melakukan monitoring tindak lanlut rekomendasi
national risk assessment

G Regional Risk Assessment

meriviu laporan kegiatan dalam rangka pelaksanaan
regional risk assessment

H Data Mining
melakukan riviu kegiatan data mining

Sistem Penjaminan Mutu Hasil Riset

menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan
hasil riset

3 PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dinublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi drdokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyamparkan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MBN RUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I ? 4 6 7 8

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya dr
bidang Antj Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2) Menerlemahkan/menyadur di bidang Anti Tinclak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

s) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Ptdana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 ian pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkart
Analisis Transaksi Keuangan

I M en gikuti ke giatan se min ar / lokakarya / konfe ren si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b M oderator / Pemb ahas / Narasumber

c Peserta

2. Mengrkuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profest

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

1 Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuan gan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan /tanda jasa

Memp eroleh Pen ghargaan / tanda j asa S atyalancana
Karvasatva

I 30 (tiga puluh) tahun

2 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarlanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (53)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang Jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang trdak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... .. . .

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

Iv Catatan Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilal

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP.

VI Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama )

NIP.
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KRBDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA

BIDANG KERJASAMA
Nomor:

MASA PENILAIAN :

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitu n gkan an gka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PBNILAI
JUMLAH JUMLAH

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN
Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah / gelar

Doktor (S3)

Magrster (S2)

Sarjana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (SfiPL)

lamanya lebih dari 96O jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 487-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81-160 jam

lamanya antara 31-8O jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG KERJASAMA

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian
Diseminasi Hasil Analisis Atas Laporan atau Informasi
Transaksi Keuangan

m enyelenggarakan atau mengiku tr koordinasi dengan
instansi penegak hukum atau instansi terkart
mengenai tindak lanjut hasil analisis atau hasil
pemenksaan terhadap penanganan kasus trndak
pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya
atau hal terkait lainnya

Pengoordinasian Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Pencucian Uang Dengan lnstansi Terkait Baik Dalam
Maupun Luar Negeri

melaksanakan kegiatan asistensi atau bantuan teknis
dengan instansi penegak hukum dan instansi terkart
Iainnya untuk mendukung penanganan perkara tindak
pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PE NGUSUL rIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 6 8

2l menyelengga-rakan koordinasi tindak lanj u t ke giatan
asistensi atau bantuan teknis dengan instansi penegak
hukum dan instansi terkait lainnya untuk mendukung
penarlganan perkara tindak pidana pencucian uang
dan tindak pidana lainnya

3) m e nyelen ggarakan atau m en giku tj koordinasi den gan
instansi terkart mengenai pelaksanaan kerja sarna
dalam negeri sebagar upaya pelaksanaan fungsi
kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan

4l m enyele n ggarakan atau m en grku tr koordinasi dengan
instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar
negeri sebagai upaya pelaksanaan fungsi kerja sama
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

s) melaksanakan penjajakan kerja sarna dengan instansi
dalam negeri sebagar upaya perluasan kerja sarna
melalui penandatanganan nota kesepahaman atau
dokumen seienis

6) melaksanakan penjajakan kerja scuna dengan financial
intelligeruce unit negara lain terkait sebagai upaya
perluasan kerja sama melalui penandatanganan nota
kesepahaman atau dokumen sejenis

7) menJrusun konsep rekomendasi trndak lanjut evaluasi
nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan
instansi dalam negeri

B) menJrusun konsep rekomendasi trndak lanjut evaluasi
nota kesepahaman atau dokumen sejenis dengan

financial intelhgence unit negara lain

c Pengkoordinasian Dalam Pen5rusunan Rencana Aksi
Tahunan Strategr Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) melakukan evaluasi terhadap bahan pertemuan Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagar upaya
meningkatkan sinergr antar instansi dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

2) mengoordinasikan pelaksanaan rapat Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uatrg sebagai upaya
meningkatkan sinergr antar instansi dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

s) men1rusun r€rncangan rekomendasi tindak lanjut isu-
isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

4l menyelenggarakan atau mengikuti rapat Tim Pelaksana
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagar
upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang

s) menyelenggarakan atau mengikuti rapat Kelompok
Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagar
upaya meningkatkan sinergi antar instansi dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang

6) me nyele n ggarakan atau men giku ti koo rdin asi dalam
penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A {GKA KRED T MEN RUT

INST ANSI PE NGUSUL IM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH t.AMA BARU JUMLAH
l 2 3 4 6 7 8

7l me nyele n ggarakan atau m en giku ti koordina si dalam
pelaporan dan pemantauan aksi tahunan strategi
nasional pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang sebagai pedoman nasional
dalam pencegahan dan pemberantasar tindak pidana
pencucian uang

D Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Hubungan Kerja
Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
dengan Organisasi Internasiona-l

r) menyusun mutual eualuatton progress report atau
laporan sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagat
anggota Asia PasrTtc Group on Moneg Laundering

2l men]'usun member sfafus report atau dokumen sejenis
untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Asia
Pasific Group on Moneg Laundering

3) men)rusun laporan tindak lanjut atau dokumen sejenis
untuk Financial Actton Task Force

4) menyusun countrg report untuk memenuhi kewajiban
sebagai anggota Egmont Group

s) menJrusun rancangan analisis kesesuaian kebijakan
dan prosedur dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidana pendanaan terorisme dengan standar
yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk
mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti
pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
dengan standar internasional

6) mewakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan dalam forum internasional terkart anti
pencucian uang dan pendanaan terorisme

7l men)rusun laporan perkembangan rezim antr
pencucian uang dan pendanaan terorisme atau
dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa,
G20, Asia Pasifc Economic Cooperation, INTERPOL dan
organisasi internasional lainnya

8) mengelola administrasi keanggotaan Indonesia dalam
organisasi internasional terkart tindak pidana
pencucian uang

e) mengelola pelaksanaan bantuan dari lembaga atau
negara donor

E Sistem Penjaminan Mutu Kerjasama

menilai kualitas mutu keria s€una

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian I pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah trerupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dioublikasikan:
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MBNI RUT

INST qNSI PENGUSUL IIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 4 6 8

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang drakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpu stakaan in stansi yang bersangkutan :

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Ua-trg dan Pendanaan Terorrsme

a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah trngkat nasional
2\ Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh lnstansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

r) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Kertangan

2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencuctan
Uang dan Pendanaan Terorisme setrap 2 jan pelatihan

B Peran serta da-lam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keu an gan

1 M en gikuti ke giatan semin ar / lokakarya / konferen si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagar:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas/ Narasumber

c Peserta

2 Mengikutr/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota

Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I Pengurus aktif

2. Anggota aktif







NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 4 6 I

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan / tartda j asa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 2O (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

I Sar.lana (S 1)/ Diploma IV

2. Pasca Sarlana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Keglatan JenJang Jabatan di atas/dt bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 I

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu



III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

l. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunJang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul

].
2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

v Catatan Anggota Tim Penilai :

i.
2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilar I )

(Nama Penilar II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penllai :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

am



INSTANSI :
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA I{REDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAI{SI KEUANGAN AHLI MUDA

BIDANG PENGAWASAN KBPATUHAN
Nomor:

MASA PENILAIAN :

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMf
Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
JUMLAH

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah lgelat
Doktor (53)

Magister (S2)

Sarjana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

lamanya lebih dari 960 jam
lamanya antara 64i-960 jam
lamanya antara 481-640 jam
lamanva antara 161-480 iam
Iamanya antara 81- 160 jam

lamanya antara 31-80 ;am
lamanya kurang dari 3O jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN
KEPATUHAN

Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus
Audit Khusus

membuat penilaian risiko terhadap pihak pelapor
membuat usulan objek yang akan diaudit
membuat audtt plan yartg terdiri dari tujuan audit,
kriteria audit, ruang lingkup audit, daftar permintaan
data, prosedur audit, audittimetable, peran dan
tanggung jawab setiap anggota tim, dan logistik

melakukan komunikasi dengan tim audit terdahulu
untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu
mendapat perhatian terhadap auditee

m elaksanak an entrg meeting de n gan m enj el askan
kepada audrtee tujuan audit, ruang lingkup audit,
waktu pelaksanaan audit dan personil yang akan
melaksanakan audit
melakukan penilaian atas kecukupan pedoman prinsip
mengenali pengguna jasa yang dimiliki auditee terkait
sumber daya manusia dan pelatihan

Melakukan Pemantauan Tindak Laniut Hasil Audit
melakukan pemantauan terkait rekomendasi
perbaikan sistem dengan melihat surat-surat masuk
dari auditee mengenai penyampaian progres perbaikan
sistem
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

A NGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PBNGUSUL TIM PE ILAI

LAMA BARU JUMt-A,H LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8

2) melakukan pemantauan terkait laporan-laporan yang
harus disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan oleh auditee dengan melihat pada
aplikasi Gathering Reports and Information Processing

System

3) membuat laporan hasil pemantauan dan surat
apresiasi ke auditee setelah seluruh rekomendasi hasil
audit dilaksanakan oleh auditee

C Memimpin Audit
1) memimpin kegiatan audit pada entrg meeting

2l memimpin kegiatan penilaian prinsip mengenali
pengguna Jasa

3) memimpin kegiatan uji petik transaksi
4) meriviu konsep hasil audit
s) menutup kegiatan audit pada ent meeting

D Pen go ordina sian Pelaksanaan Pen gawasan Kep atuh an
Dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Asosiasi

mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan
pengawasan kepatuhan

E Sistem Penjaminan Mutu Hasil Audit
menilai kualitas mutu produk dan proses pengelolaan
hasil audit

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian I pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dinublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam malalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LI PI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s)

6)

Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL IIM PENILAI

LAMA BARU .JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1

o 3 4 5 7 tt

B Menterlemahkan/menyadur buku dan bahan larnnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA T S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jatn pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I M en gikuti ke giatan semin ar / lokakarya / konfere n si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator/ Pembahas/ Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai clelegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
L Keanggotaan dalam organisasi profest

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

I Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keu angan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan / tanda j asa

M emp erole h Pen gh ar gaan I tanda j asa S atyalancana
Karvasatva

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

1 Sarjana (S 1 ) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (53)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1 2 3 4 5 6 I

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PEIYUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pe3abat pengusul )

v Catatan Anggota Tim Penllai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

(Nama Penrlai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tlm Penilai :

1

2.

3.

+. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MUDA
BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Nomor:

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Ker.ya golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN
ANGKA KRtrDIT MENURUT

TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL
JUMLAH

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah I gelar

Doktor (S3)

Magister (S2)

Sarjana/Diploma IV

Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanya antara 161-480 1am

lamanya antara 81- 160 jam

lamanya antara 31-80 1am
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

M en grkuti p endidikan dan pelatihan praj abatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM
PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Penyusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen
Internal

men5rusun rumusan kebrjakan hukum di bidang anti
pencucian uang dan pendanaan terorisme dan
manajemen internal

Penyusunan Telaahan Atas Usulan Kebijakan Hukum di
Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
dan Manajemen Internal

menelaah usulan kebijakan hukum di bidang anti
pencucian uang dan pendanaan terorisme dan
maneiemen internal
menJrusun laporan pelaksanaan hasil telaahan
kebijakan hukum di bidang anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme dan manajemen internal

menJrusun konsep kajian substansial

menJrusun laporan pelaksanaan pen)rusunurn konsep
kajian substansial

Tanggapan Hukum Atas Permasalahan Penerapan
Kebijakan di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme dan Manajemen Internal
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN RUT

INSTANSI PENGUSUL rIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 ? 4 J 6 7 8

r) melaksanakan penyusunan tanggapan hukum

2l menyusun laporan pelaksanaan penJrusunan
tanggapan hukum

E Penyelarasan Kebi.yakan Hukum di Bidang Anti Pencuctan
Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal

l) melaksanakan penyelarasan kebijakan hukum di
bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorrsme
dan manajemen internal

2) menyusun laporan hasil penyelarasan kebijakan
hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan
terorisme dan manaiemen internal

F Diseminasi Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal
ke Pemangku Kepentrngan dan Masyarakat

r.) melaksanakan diseminasi kebijakan hukum di bidang
anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan
manajemen internal ke pemangku kepentingan dan
masvarakat

2l melaksanakan pengelolaan atau kompilasi
dokumentasi informasi hukum

G Hak Uji Materiil Yang Menempatkan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan sebagai Pihak Terkart

men5rusun keterangan, jawaban, atau tanggapan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam
proses uji yang menempatkan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan sebagar Pihak Terkait

H Kerangka Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Standard
Internasional di Bidang Anti Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

merumuskan kerangka hukum dalam rangka
pemenuhan standard internasiona-l di bidang antt
pencucian uang dan pendanaan terorisme

I Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) melaksanakan pemberian bantuan hukum
2) menJrusun laporan pelaksanaan bantuan hukum

3) melakukan riviu bahan penanganan perkara dan
menghadiri sidang untuk menangani perkara di dalam
dan di luar persidangan serta praperadilan

4l menJrusun laporan penanganan perkara di dalam dan
di luar persidangan serta praperadilan

J Penanganan Keberatan Atas Penghentian Sementara
Transaksi

melaksanakan penan ganan keb eratan pe n ghe ntian
sementara transaksi

K Pemberian Keterangan Ahli
r) melaksanakan gelar perkara

2) menJrusun laporan pemberian keterangan ahli
IL Penyusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang

dan Pendanaan Terorisme
1) menJrusun telaahan kajian hukum
2l menJrusun proposal penelitian kajian hukum

3) menJrusun kuesioner penelitian hukum
4l menetapkan sampel penelitian hukum
s) melakukan wawuurcara dengan narasumber

6) mengolah data hasil penelitian kajian hukum
7l menyusun laporan penelitian kajian hukum

M Pendapat Hukum atau Pertimbangan Hukum

r) menJrusun pendapat hukum
2\ men5rusun laporan pendapat hukum
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA I{RED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PE ILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
z 4 5 6 8

N Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

menyusun anotasi putusan perkara tindak pidana
pencucian uang

o Rekomendasi Pengenaan Sanksi

1) melakukan validasi data dan fakta serta menJrusun
pertimbangan hukum untuk pengenaan sanksi

2l meriviu usulan pengenaan sanksi

P Permintaan Tafsir atau Fatwa di Bidang Anti Pencucian
Uartg dan Pendanaan Terorisme Kepada Otoritas Yang
Berwenang

1) menyusun tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian
uang dan pendanaan terorisme

2) melaksanakan proses permohonan tafsir atau fatwa di
bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

0 Sistem Penjaminan Mutu Hukum Anti Pencucian Uang dan
Pendanazur Terorisme

menilai kualitas mutu produk dan proses hukum anti
pencucian uang dan pendanaan terorisme

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

r) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dinublikasikan:
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b, dalam majalah ilmiah yang diakui oleh l,embaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LI PI)

+l Karya tulis ilmiah bempa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s)

6)

Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PE ILAI
I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

l 2 3 4 J 6 7 B

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan larnnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a, dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

d. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

l) Membuat buku pedoman terkait furalisis Transaksi
Keuangan

2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jarn pelatihan

B Peran serta daiam seminar, Iokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I M en gikuti ke gi atan se min ar / I okakary a I konfe re n si terkatt
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas / N arasumber

c Peserta

2. Mengrkuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menyadi anggota Tim Penilar Kinerja Jabat.an Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karvasatva

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. l0 (sepuluh) tahun
r Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG



-175-

Butir Kegiatan jenjang Jabatau di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 n
T B

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllal

t.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama )

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 3C
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
RBPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DAF"|AR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI I{EUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGI{A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KtrUANGAN AHLI MADYA

BIDANG PELAPORAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 4 5 6 8

I UNSUR UTAMA

I PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazahlgelar

r) Doktor (S3)

2\ Magister (S2)

3) Sarjana/Diploma IV

B Pendidikan dan pelatihan fungsional inteltlen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

l) lamanya lebih dari 960 jam

2) lamanya antara 641-960 jam

3) lamanya antara 481-640 jam

4) lamanya antara 161-48O jam

s) lamanya antara 81- 160 jam

6) lamanya antara 31-80 jam
7l lamanya kurzurg dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatrhan prajabatan

lPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN

A Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan
Pelayanan Bea dan Cukai

1) monitoring dan mengevaluasi mengenai registrasi
pelaporan pihak pelapor dan l(antor Pengawasan
Pelayanan Bea dan Cukai

2) monitoring dan mengevaluasi perubahan atau
pengkinian profil perusahaan pihak pelapor dan
Kantor Pengawasan Pelayana:r Bea dan Cukai

B Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak
pelapor dan pihak terkait lainnya
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA I{REI) T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL fIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA tsARU JUMLAH

I 2 4 6 I

r) menyampaikan laporan transaksi keuangan
mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai,
laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke
luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunai
lintas batas kepada Direktorat Analisis Transaksi
melalui aplikasi pelaporan

2l melakukan supervisi pelaksanaan pemberian umpan
balik terkart laporan transaksi keuangan
mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai,
laporan transaksi, laporan transfer dana dari dan ke
luar negeri, atau laporan pembawaan uang tunar
lintas batas elektronis yang dikirimkan kepada PPATK,
apabila belum sesuai dengan ketentuan

3) melakukan supervisi dan pemantauan pihak pelapor
yang belum menyarnparkan data Sistem Informasi
Pengguna Jasa Terpadu

C Pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada
pihak pelapor

melakukan evaluasi atas usulan pembinaan kepada
pihak pelapor

D Optrm alisasi pe rb aikan ku alitas data p elaporan

melakukan supervrsi hasil evaluasi kualitas data dari
setiap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor
dan tindak lanjut yang perlu dilakukan

E PenJrusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman
pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan

melakukan supervisi dan pemberian usulan
pen)'usunan atau perubahan rancangan ketentuan
dan pedoman pelaporan bagi pihak pelapor

F Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui
penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi,
dan pelatihan

r) melakukan supervisi dan monitoring pemLrerian
layanan bantuan yang harus ditanggapi dalam waktu
3 (tiga) hari ker.ya

2l melakukan supervisi dan monitoring atas
pelaksanaan pelatihan, asistensi, dan bimbingan
teknis bagi pihak pelapor

3) memberikan persetujuan atas hasil evaluasi pedoman
dan ketentuan internal pihak pelapor

G Memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna
optimalisasi anti pencucian uang atau pencegahan
pendanaan terorisme oleh pihak pelapor

melakukan evaluasi atas usulan rekomendasi yang
diberikan kepada pemerintah

3. PENGEMBANGAN PROFBSI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uattg dan Pendanaan Terorisme yang
dioublikasikan:
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kmbaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah



-r79-

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I z J 4 6 7 8

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

+) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) M enyamp aikan prasaran berupa tinj auan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan larnnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

l) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2\ Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l M emb uat ketentuan pelaksanaan terkait An alisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jalr, pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangarr

I M en gikuti ke giatan seminar / I okakary a I konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas/ Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PENILAI
I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I c ? q o ry I
c Keanggotaan dalam organisasi profest

Menladi anggota organisasi profesi Nasional

I Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
t1 Peroleh an penghargaan / tanda j asa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahur-

F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

1 Sarjana (S 1)/ Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6
.7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ......,
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

ru Catatan Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP

v Catatan Anggota Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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DAF*|AR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG ANALISIS

Nomor:

MASA PENILAIAN .

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerla

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMt"\H

1 2 3 4 6 8

I UNSUR UTAMA

1 PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mend apat ijazah I gelat

1) Doktor (S3)

2l Magster (S2)

3) Sarjana/Diploma IV
B Pendidikan dan pelatihzur fungsional intelijen di bidang

keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

1) lamanya lebih dari 960 ram

2l lamanya antara 641-960 jam

3) Iamanya antara 481-6a0 jam
/\
'+l lamanya antara l6I -480 jam

s) lamanya antara 81- 160 ;am
6) lamanya antara 31-80 jam
7) Iamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikutr pendidikan dan pelatihan prajabatan

lPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS

A Pelaksanaan Analisrs

l) melakukan supervisi atas identifrkasi informasi atau
data transaksi keuangan yang dibutuhkan atas dasar
permintaan dari instansi lain atau fi.nancial
intelligence unit negara lain

2l melakukan supervisi identihkasi informasi atau data
transaksi keuangan yang dibutuhkan untuk
pembuatan hasil analisis sementara

3) melakukan supervisi kegiatan koordinasi,
pengambilan dan verifikasi data berupa penelitian

4) melaftukan riviu terhadap usulan hasil analisis yang
diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda

s) melakukan reviu terhadap usulan informasi final yang
diajukan oleh Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda

6) menJrusun konsep laporan intelijen kepada f.nancial
intelligence unit negara lain dengan kompleksitas
berat
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH Lq.MA BARU JUMLAH

1 2 ? 4 6 8

7l melakukan riviu penyusuneln laporan intelijen kepada
fi.nancial tntelhgence unit negara lain

B Pasca Analisis

r) melakukan supervisi atas tindak lanjut penundaan
transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa
keuangan

2) melakukan supervisi pen5rusunan konsep
rekomendasi untuk dilakukan penghentian sementara
transaksi

3) melakukan supervisi pen]'usunan konsep
rekomendasi untuk dilakukan Demeriksaan terhadap
hasil analisis

4l melakukan supervisi penyusunan konsep
rekomendasi untuk dilakukan intersepsi atau
penyadapan kepada intansi penegak hukum

s) melakukan supervisi pen5rusunan konsep
rekomendasi untuk dilakukan audit khusus sebagai
tindak lanjut hasil analisis

6) melakukan supervisi penlmsunan konsep
rekomendasi kepada Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan atau pejabat yang
ditunjuk untuk mengajukan permohonan penetapan
pemblokiran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

7l melakukan riviu atas laporan analisis dinamis

8) melakukan supervisi evaluasi terhadap kualitas
laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan
transaksi keuangan tunai, laporan transaksi, laporan
transfer dana dari dan ke luar negeri, atau laporan
pembawaan uang tunai lintas batas atau informasi
tambahan dalam rangka pelaksanaan analisis

e) melakukan supervisi penyusunan konsep usulan
pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor dalam
rangka pelaksanaan analisis

10) melakukan evaluasi atas jawaban kuesioner umpan
balik hasil analisis dan informasi yang disampaikan
oleh penytdik

11) melakukan evaluasi atas kualitas hasil analisis yang
tidak ditindaklanjuti atau dihentikan proses
penyelidikan atau penyidikannya

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

r) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian I
survei / evaluasi di tridang Antr Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

2 4 6 I
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) M enyamparkan prasaran berupa tinj au an, gagaszrn
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan larnnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

l) Terjemahan/ saduran di bidang Antt Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a, dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
c Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jan pelatrhan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keu angan

I M en giku ti ke giatan se min ar / lokakarya/ konferen si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setrap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b M oderator / Pembahas/ N arasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota

c Keanggotaan dalam organrsasi profesi

Menyadi anggota organisasi profesi Nasional
II Pengurus aktrf

2. Anggota aktif



-186-

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRBD T MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LqMA BARU JUMLAH

I 2 4 6 7 8

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keu angan

a Ketua

b Anggota
E Peroleh an penghargaan / tanda j asa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karvasatva

1 30 (trga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. l0 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan larnnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

I Sarjana (Sl)/Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenJang Jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 .7 I

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ....,..

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilai :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilar I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tlm Penilai

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP,
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG PEMERIKSAAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3 Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tangga-l Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Ker;a golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH t,{MA BARU JUMLAH

I 2 3 4 o I
I UNSUR UTAMA

1 PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah lgelar

r) Doktor (S3)

2\ Magrster (S2)

3) Sarjana/Diploma IV

B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

r) lamanya lebih dari 960 jam

2l lamanya antara 641-960 jam

3) lamanya antara 481-640 jam

4) lamanya antara 161-480 jam

s) lamanya antara 8l - 160 jam

6) lamanya antara 31-80 jam
tl lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

M engikuti p endidikan dan p elatih an praj ab atan

lPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN

A Pra Pemeriksaan

1) meriviu proses pengrdentifikasian, pengeksplorasian,
pengrdentifikasian dan analisis data laporan transaksi
keuangan mencurigakan, Iaporan transaksi keuangan
tunai, laporan transaksi, laporan transfer dana dari
dan ke luar negeri, atau laporan pembawaan uang
tunai lintas batas, hasil analisis, hasil audit khusus,
data administrasi kependudukan, data sistem
administrasi badan hukum, data informasi
perpajakan, data pada Sistem Informasi Pengguna
Jasa Terpadu, data laporan harta kekayaan
penyelenggara negara, dan data atau informasi
lainnya yang berasal dai media massa, media social,
internet, dan lainnya atas nama pihak terperiksa,
pihak terkait dan pihak pelapor

2) meriviu hasil telaahan yang komprehensif yang
memuat hal-ha-l sebagai berikut: dasar telaahan,
ringkasan kasus, ketersediaan data, identifrkasi data
dan pihak pelapor, analisis, kesimpulan yang memuat
predikasi dan hipotesis awal serta rekomendasi
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 6 7 8

3) melakukan riviu atas gelar kasus awal yang akan
dilaksanakan

4) melakukan riviu atas resume hasil telahaan yang
telah drbuat

s) membuat penilaian terkart kelayakan hasil telahan
untuk dilanjutkan menjadi kegiatan pemeriksaan

6) melakukan riviu terhadap penyusunan program kerja
pemenksaan

7l melakukan riviu atas penJrusunan rencana
pemeriksaan

B Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

1) melakukan riviu atas pelaksanaan kegiatan
wawancara dengan memberikan petunjuk atau cara
menggali informasi yang diinginkan

2l melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan pemeriksaan lapangan terkait kode etik
Analis Transaksi Keuangan dalam melakukan
pemeriksaan dan melakukan permintaan data atau
informasi ke penyedia jasa keuangan

C Penyusunan Hasil Pemeriksaan

1) meriviu pelaksanaan gelar perkara

2l meriviu penJrusunan laporan atau informasi hasil
pemeriksaan

3) meriviu matnks unsur tindak pidana

4) merumuskan usulan rekomendasi terkart intersepsi
atau penyadapan, analisis, audit, penghentian
sementara transaksi keuangan

s) memberikan usulan desiminasi laporan atau
informasi hasil pemeriksaan kepada pihak penyidik
dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki

6) meriviu pelaksanaan gelar perkara eksternal

tl meriviu penyusunan surat penyampaian laporan hasil
pemeriksaan ke Kepolisian, Kejaksaan atau surat
penyampaian informasi hasil pemeriksaan ke penyidik
lainnya

D Kegiatan Pasca Pemeriksaan

1) meriviu pelaksanaan evaluasi internal atau eksternal
atas pelaksernaan kegiatan pemeriksaan selama satu
tahun

2) melakukan riviu atas pelaksanaan koordinasi dengan
aparat penegak hukum

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

l) Karya tulis ilmiah hasil penelitian I pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

s) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL fIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 2 4 6 7 I
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh Iembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucial Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b, dalam makalah

5) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan larnnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

l) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis furalisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Ptdana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jam pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I M en gikuti ke giatan seminar / I okakary a I konferen si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator/ Pembaha s/ Narasumber

c Peserta

2. Mengrkuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota

c Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I Pengurus aktif
2. Anggota aktif



NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PBNILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMt.A.H
I 2 2 4 ( 6 7 8

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilar Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

I Sarjana (S l) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (s2)

3. Doktor {S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglatan Jenjang Jabatan di atas/dt bawah *)

I 2 3 4 5 6
F,

I 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3, Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatau Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( labatan )

(nama pejabat pengusul )

v Catatan Anggota Tim Penilai

t.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2.

3.

+. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

am
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG RISET

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yan g diperhitu n gkan angla kre ditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10 Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRBDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 6 I
I UNSUR UTAMA

I PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat Uazah/gelar

r) Doktor (S3)

2l Magrster (S2)

3) Sarjana/Diploma IV
B Pendidikan dan pelatrhan fungsional intelijen di bidang

keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

I lamanya lebih dari 960 jam

2 lamanya antara 641-960 jam

3 lamanya antara 481-640 jam

4 lamanya antara 16 1-480 jam

5 lamanya antara B 1- 160 jam

6) lamanya antara 31-80 jam
7l lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

lPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET

A Kebijakan Riset

1) merumuskan kebijakan di bidang riset

2l melakukan evaluasi kegiatan di bidang riset

B Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Tindak Prdana Pendanaan Terorisme

ll menJrusun kerangka acuan kerja

2l meriviu laporan indeks

C Laporan Statistik
melakukan riviu penyusunan laporan statistrk

D Laporan Hasil Riset

1) meriviu laporan hasil riset
2) supervisi kegiatan riset

E Laporan Kajian Tematik
melakukan riviu laporan kajian tematik

F National Rlsk Asses s ment
1) melaksanakan diseminasi lanoran national risk

assessment
2l melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut

rekomendasi national nsk assessment
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 4 5 6 8

3) melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi
national nsk asses sment

G Regional Rlsk Assessment

r) menJrusun laporan kajian regional n'sk assessment
dengan financtal intelligence unit negara lain

2l melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut
regional nsk asses sment antar financial intelligence
unit

J. PE VGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitran / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b, dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam ma,yalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LI PI)

+l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam brdang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED IT MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL TIM PE ILAI
i,AMA BARU JUMT,AH LAMA BARU JUMLAH

I 2 ? 4 5 7 8

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l

3)

Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksr
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 iam pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

1
I M en gikuti ke giatan se min ar / Iokakarya / konferensi terkait

Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b M oderator / Pemb ahas / Narasumber
c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota

c Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesr Nasional

I Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilar Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

1 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan larnnya

Gelar kesar.lanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Keglatan jenJang jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1 . Surat pernyataan melakukan kegiatan ... .. ..

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .,.....
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilal

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilar

(Nama Penilai II )

NIP.

VI Catatan Ketua Tim Penilai

I.
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )
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DAF*IAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BIDANG KBRJASAMA

Nomor:

MASA PENILAIAN :

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tangga-l Lahir

Jenis Kelamrn

Pe ndidikan yang dip erhitun gkan an gka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
JUMLAH JUMLAH

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat rlazah lgelar

Doktor (S3)

Magister (S2)

Sarjana/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 48I-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81- 160 jam

Iamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG KERJASAMA

Pelaksanaan Kegratan Pengawasan dan Pengendalian
Diseminasi Hasil Analisis Atas Laporan atau Informasi
Transaksr Keuangan

m elakukan pen gawasan te rh adap ke giatan diseminasi
dokumen hasil analisis kepada instansi penyidik
tindak pidana pencucian uang atau hasil pemenksaan
kepada penyidik atau dokumen informasi kepada
instansi peminta

melakukan sup ervisi terhadap ke giatan koordinasi
dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait
mengenai tindak lanjut hasil analisis, hasil
pemeriksaan atau informasi larnnya terhadap
pen€rnganan kasus tindak pidana pencucian uang,
tindak pidana lainnya, atau hal terkait Iainnya

melakukan supervisi terhadap kegiatan pemantauan
tindak lanjut hasil analisis atau hasil pemeriksaan
yang diserahkan kepada penyidik untuk mendukung
penanganan perkara trndak pidana pencucian uang
atau trndak lanjut informasi yang diserahkan kepada
kementerian atau lembaga terkait atau tindak lanjut
informasi yang disampaikan kepada fnancial
intelligence unit negara larn



NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED T MEN RUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 'I 4 5 6 I
B Pengoordinasian Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Pencucian Uang Dengan Instansi Terkait Baik Dalam
Maupun Luar Negeri

1) melaksanakan supervisi terhadap kegratan asistensi
atau bantuan teknis dan koordinasi tindak lanjut
kegratan asistensi atau bantuan teknis dengan
instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya
untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana lainnya

2) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi
dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja
sama dalam negeri sebagar upaya pelaksanaan fungsi
kerja sarna Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan

3) melakukan supervisi terhadap kegiatan koordinasi
dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerja
sama luar negeri setragai upaya pelaksanaan fungsi
kerja sarna Pusat Pelaporan dan Analisis Transakst
Keuangan

4l mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut
evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis
dengan instansi dalam negen

s) mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut
evaluasi nota kesepahaman atau dokumen sejenis
dengan fnancial intelligence unit negara larn

C Pengkoordinasian Dalam Penyrsunan Rencana Aksi
Tahunan Strategr Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) men5rusun rekomendasi tindak lanjut pemenuhan
aksi tahunan strategi nasional pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme oleh kementerian atau lembaga

2l melakukan koordinasi dan supervisi terhadap
pelaksanaan rapat Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi
antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang

3) melakukan evaluasi rancangan rekomendasi tindak
lanjut isu strategis yang dibahas dalam Rapat Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

4) melakukan supervisi penyelenggaraan rapat Tim
Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan sinergi
antar instansi dalam pencegahan dan pemberantasan
Lindak pidana pencucian uang

s) men)rusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu
strategis yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana
Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian
Uang

6) mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut isu strategis
yang dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana Komite
Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang

7l melakukan super',rsi penyelenggaraan rapat Kelompok
Kerja Komite Komite Koordinasi Nasional Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagai upaya meningkatkan
sinergi antar instansi dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MEN RUT

INST ANSI PENGUSUL IIM PENILAI
I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 z 4 5 6 7 8

8) men)rusun konsep rekomendasi tindak lanjut isu
strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja
Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian
Uang

e) Mengevaluasi konsep rekomendasi tindak lanjut isu-
isu strategis yang dibahas dalam Rapat Kelompok
Kerja Komite Tindak Pidanan Pencucian Uang

10) melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan
penyusunan rencana aksi tahunan strategi nasional
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai
pedoman nasional dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang

I l) me lakukan sup ervi si terhadap penyelen ggaraan
koordinasi dalam pelaporan dan pemantauan aksi
tahunan strategi nasional pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme sebagai pedoman nasional
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang

D Pengoordinasian dan Penyelenggaraan Hubungan Ker;a
Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
dengan Organisasi Internasional

l) m en gevaluasi kon sep mutu al e u aluatio n pr o g r e s s
report atau laporan sejenis untuk memenuhi
kewajiban sebagai anggota Asia PasrTtc Group on

Money Laundering

2) mengevaluasi konsep member slafus reporT atau
dokumen sejenis untuk memenuhi kewajiban sebagai
anggota Asia PaszTtc Group on Moneg Laundering

3) mengevaluasi konsep laporan tindak lanjut atau
dokumen sejenis untuk financial intelligence unit

4l menJrusun rekomendasi trndak lanjut pemenuhan
standar internasional terkait anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme

s) mengevaluasi countrg report atau dokumen sejenis
untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota Egmont
Group

6) mengevalusi dokumen analisis kesesuaian kebijakan
dan prosedur dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme dengan standar yang
dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk
mencapai kesesuaian antara kerangka domestik anti
pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan
standar internasional

7l menyusun rekomendasi tindak lanjut dari hasil
analisis kesesuaian kebtjakan dan prosedur dalam
rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan
standar yang dikeluarkan oleh organisasi
internasional untuk mencapai kesesuaian antara
kerangka domestik anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme dengan standar internasional

8) mengevaluasi laporan perkembangan rezim anti
pencucian uang dan pendanaan terorisme atau
dokumen sejenis bagi Perserikatan Bangsa Bangsa,
G20, Asia Pasific Economic Cooperation , dan
organisasi internasional lainnya

e) melakukan supervisi terhadap kegiatan pen1rusunan
laporan Indonesia bagi organisasi internasional terkart
dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
dan kejahatan transnasional lainnya

l0) menyusun rekomendasi kebijakan kerjasama luar
negen
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 4 o 8

e PE {GEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam ma-1alah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang turti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) M enyamparkan prasaran be rupa tinj auan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
furti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya dt
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
)\ Mener.lemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Anaiisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED IT MEN URUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 4 5 6 I
Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Prdana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jan pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keu angan

I M en gikuti ke giatan semin ar / lokakarya / konferen si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setrap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b M oderator / Pembahas / N arasu mb er

C Peserta

2. Mengikutr/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profest

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan /tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karvasatva

1 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. l0 (sepuluh) tahun

F Memperoleh gelar kesa4anaan lainnya
Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuar dengan
bidang tugas :

I Sar;ana {S 1)/ Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Keglatan jenjang Jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 A.+ 5 6 7 I

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .... ...
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunJang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

J.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilai :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA
BI DANG PENGAWASAN KEPATUHAN

Nomor:

MASA PENILAIAN .

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawar

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerla golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 ? 4 o 7 I
I UNSUR UTAMA

I PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah I gelar

1) Doktor (S3)

2) Magister (S2)

3) Sarjana/Diploma IV
B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang

keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

I lamanya lebih dari 960 jam

2 lamanya antara 641-960 jam

3 lamanya antara 481-640 jam

4 lamanya antara 161-480 jam

5 lamanya antara 81- 160 jam

6 lamanya antara 31-80 jam
7 lamanya kurang dari 30 jam

c Pendidikan dan pelahhan Prajabatan

Mengrkuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

lPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN
KEPATUHAN

A Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus
Audit Khusus

melakukan extt meettng untuk membahas temuan dan
rekomendasi hasil audit dengan auditee dan meminta
komitmen perbaikan yang dituangkan dalam berita
hasil audit

B Melakukan Pemantauan Tindak Laniut Hasil Audit

l) meriviu surat peringatan ke auditee apabila auditee
belum memenuhi komitmen hasil audit

2l membuat usulan pengenaan sanksi ke Direktorat
Hukum apabila setelah diberi peringatan auditee tetap
tidak memenuhi komitmennya

C Memimpin Audit
r) meriviu laporan hasil audit kepatuhan atau audit

khusus
2) meriviu surat bina kepada pihak pelapor

3) meriviu surat pemberian informasi hasil audit
kepatuhan atau audit khusus kepada lembaga
pengawas dan pengatur
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILA]
I.-A,MA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I z 4 5 6 7 I
D Pengoordinasian Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan

dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Asosiasi

1) mengkom unikasikan perm asalahan terkait
pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada lembaga
pengawas dan pengatur dan asosiasi

2l merumuskan solusi permasalahan terkait
pelaksanaan pen gawasan kepatuhan

s) melaksanakan hasil kesepakatan terkait solusi
permasalahan pen gawasan kepatuhan

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitran I pengkajian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Prdana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasrl gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucran Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinlauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah trngkat nasional
2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalatr yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN
A NGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 4 6 7 I

r) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l M embu at kete ntu an p elaksanaan terkait An alisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jarn pelatrhan

B Peran serta da-lam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I Mengikutr kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait
furalisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagar:

a Pemrasaran

b Moderator/ Pembahas/ Narasumber

c Peserta

2. Mengrkuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional
1
I Pengurus akbf

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan/ tanda j asa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karvasatva

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahur^

F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

I Sarjana (S 1)/ Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan JenJang jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

Iv Catatan PeJabat Pengusul :

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilal :

1.

2.

3.

+. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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DAMAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA I(RtrDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI MADYA

BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4 Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I z 4 5 6 7 8

I UNSUR UTAMA

1 PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah lgelar

r) Doktor (33)

2l Magrster (S2)

s) Sarjana/Diploma IV
B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang

keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

I lamanya lebih dari 960 jam

2 lamanya antara 641-960 jam

3 lamanya antara 481-640 jam

4 Iamanya antara 161-480 jam

5 lamanya antara 81- 160 jam

6 lamanya antara 3i-80 jam
7 lamanya kurang dari 30 jam

c Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

lPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM
PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

A PenJrusunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan
Manajemen Internal

melakukan riviu rumusan kebijakan hukum di bidang
anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan
manaiemen internal

B Penlrusunan Telaahan Atas Usulan Kebijakan Hukum di
Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
dan Manajemen Internal

melakukan riviu usulan kebijakan hukum di bidang
antr pencucian uang dan pendanaan terorisme dan
manejemen internal

C Pen5rusunan Kajian Substansial Naskah Akademik
melakukan riviu kajian substansial naskah akademik

D Tanggapan Hukum Atas Permasalahan Penerapan
Kebijakan di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme dan Manaiemen Internal

melakukan riviu tanggapan hukum atas penerapan
kebijakan di bidang anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme dan mana.;emen internal
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED T MEN RUT

INSTANSI PENGUSUL IM PE ILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 2 4 6 7 8

E Penyelarasan Kebijakan Hukum di Bidang Anti Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal

melakukan riviu hasil penyelarasan kebijakan hukum
di bidang anti pencucian uang dan pendanaan
terorisme dan manaiemen internal

F Diseminasi Kebilakan Hukum di Bidang Anti Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme dan Manajemen Internal
ke Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

melakukan monitoring dan evaluasi dokumentasi
informasi hukum

G Hak Uji Materiil Yang Menempatkan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan sebagar Pihak Terkait

melakukan riviu atas keterangan, jawaban, atau
tanggapan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan dalam proses uji yang menempatkan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai
Pihak Terkait

H Kerangka Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Standard
Internasional di Bidzurg Anti Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

r) melakukan riviu rumusan kerangka hukum dalam
rangka pemenuhan standard internasional di bidang
anti pencucian uang dan pendanaan

2) melakukan evaluasi rumusan kerangka hukum
dalam rangka pemenuhan standard internasional di
bidang antr pencucian uang dan pendanaan

I Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

1) melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum

2l melakukan evaluasi pelaksanaan penanganeln perkara
di dalam dan di luar persidangan serta praperadilan

I Penanganan Keberatan Atas Penghentian Sementara
Transaksi

melakukan evaluasi dan laporan penanganan
keberatan pengehentian sementara transaksi

K Pemberian Keterangan Ahli

1) melaksanakan pemberian keterangan ahli

2) melaksanakan evaluasi pemberian keterangan ahli
L Penyusunan Kajian Hukum di Bidang Antt Pencucian

Uang dan Pendanaan Terorisme

1) meriviu telaahan kaiian hukum
2) meriviu proposal penelitian kajian hukum

3) meriviu hasil pengolahan data penelttian kajian
hukum

4l meriviu laporan peneli an kajian hukum

M Pendapat Hukum atau Pertimbangan Hukum

meriviu pendapat hukum
N furotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

melakukan riviu anotasi putusan perkara tindak
pidana pencucian uang

o Rekomendasi Pengenaan Sanksi

melakukan monitoring dan evalusi pengenaan sanksi

P Permintaan Tafsir atau Fatwa di Bidang Anti Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme Kepada Otoritas Yang
Berwenang

melakukan riviu pelaksa.naan proses permohonan
tafsir atau fatwa di bidang anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tu[s/Karya Ilmiah di bidang Anti
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED T MEN RUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PE ILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 6 7 8

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajtan /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seczrra nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitran / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4l Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku

b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menter.lemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam trentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1l Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencuctan
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jarn pelatrhan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL IIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 4 6 7 I

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I M engikuti ke giatan seminar / Iokakarya / konferen si terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas/ Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota

c Keanggotaan dalam organisasi profest

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

1 Pengurus aktrf

2. turggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilar Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keu angan

a Ketua

b Anggota

E Perolehan penghargaan / tanda jasa

M emperole h Pe n gh ar gaan I tanda j asa Satyalancana
Karvasatva

I 30 (Liga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

J. l0 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan
bidang tugas :

I
I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2 Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor {S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Keglatan jenjang Jabatan di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....,.

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

ry Catatan Pejabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penllai :

I.
2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai ll )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penllai :

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 3D
PERATURAN BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PBMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH
DAF-IAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PBNETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAI{SI KtrUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG PELAPORAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan. .., Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri Kartu Pegawar

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerla golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KBGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

T,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 a 4 5 6 8

I UNSUR UTAMA
1
I PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah lgelar

1) Doktor (S3)

2l Magister (S2)

3) Sarjana/Diploma IV

B Pendidikan dan pelatrhan fungsional intehlen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan {STTPL)

r) lamanya lebih dari 960 jam

2l lamanya antara 641-960 jam

3) lamanya antara 481-640 jam

4l Iamanya antara 161-480 jam

s) lamanya antara 81-160 jam

6) lamanya antara 31-80 jam
7l lamanya kurang dari 30 jam

c Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

M engikuti p endidikan dan pelatihan praj ab atan

lPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PELAPORAN

A Registrasi pihak pelapor dan Kantor Pengawasan Pelayanan
Bea dan Cukai

melakukan evaluasi dan perumusan stategi terkait
prioritas tindak lanjut atas pihak pelapor yang belum
melakukan registrasi

B Pengelolaan laporan informasi yang diterima dari pihak
pelapor dan pihak terkait lainnya

melakukan evaluasi dan perumusan strategrs terkait
prioritas pihak pelapor yang akan ditindaklanjuti serta
penentuan koordinasi dengan direktorat terkait



-2r9-

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A \GKA KRED IT MEN RUT

INST ANSI PENGUSUL IIM PE ILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 7 I
c Pembinaan dan pengenaan sanksi administratif pada pihak

pelapor

m enyamp arkan inform asi te rkart pen genaan sanksi
administratif kepada pihak pelapor

D Optim alisasi perbaikan ku alitas data pelap oran

menetapkan strategi optimalisasi perbaikan kualitas
data pelaporan sebagai tindak lanjut laporan hasil
evaluasi kualitas data yang disampaikan oleh
Direktorat Pelaporan

tr PenSrusunan atau perubahan ketentuan dan pedoman
pelaporan guna optimalisasi kewajiban pelaporan

melakukan evaluasi atas usulan pen)rusunan atau
perubahan rancangan ketentuan atau pedoman

ll Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui
penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis, asistensi,
dan pelatihan

melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan
peningkatan kualitas dan kuantitas laporan melalui
penyediaan layanan bantuan, bimbingan teknis,
asistensi, dan pelatrhan

G Memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna
optrmalisasi anti pencucian uang atau pencegahan
pendanaan terorisme oleh pihak pelapor

meriviu hasil evaluasi usulan rekomendasi yang
diberikan kepada pemerintah yang dilakukan oleh
Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

l) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaarr Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

s) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetatruan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRBD IT MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL fIM PB ILAI

I.AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 e 4 5 () 7 8

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan larnnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

r) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l M embuat ketentu an pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

s) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jan pelatrhan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisi s Transaksi Keu angan

_t Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagar:

a Pemrasaran

b M oderator / Pembahas / Narasumber

c Peserta

2. Mengikutr/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

1 Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Pe rolehan penghargaan / tanda j asa

Memp eroleh Pen ghargaan / tanda j asa S atya-lancan a

Karyasatya

I 30 (trga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. l0 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

1 Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan JenJang Jabatan di atas/dt bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ....,..
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul

i.
2.

4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllai

1.

2.

3.

+. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP.

VI Catatan Ketua Tim Penilai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PBNBTAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG ANALISIS

Nomor:

MASA PENILAIAN :

NO KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawar

A+- Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MBNURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
[-q,MA BARU JUMT-AH LAMA BARU JUMLAH

I 2 4 6 7 8

I UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat tlazah/gelar

r) Doktor (S3)

2) Magister (S2)

3) Sarjana/Diploma IV

B Pendidikan dan pelabhan fungsional intelijen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

1) lamanya lebih dari 960 jam

2) lamanya antara 641-960 jam

3) lamanya antara 481-640 jam

4) lamanya antara 161-480 jam

s) lamanya antara 81-16O jam

6) lamanya antara 31-80 jam
7\ lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan' pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG ANALISIS

Pasca Analisis

r) menentukan kebiiakan analisis
2l menentukan rencana kegatan dalam rangka proses

analisis
3) menentukan strategi pengumpulan data dalam rangka

proses analisis
4l menentukan strate gi pertukaran informasi dalam

rangka proses analisis
s) mengkoordinasikan permasalahan terkait data

transaksi keuangan dengan pihak pelapor

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

r) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN RUT

INSTANSI PE NGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
3 5 6 7 B

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian I pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

r) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jan pelatihan

B Peran serta dalam seminar, Iokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

I M en gikuti ke giatan seminar / lokakarya / konfere nsi terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas/ Narasumber

c Peserta
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

t 2 a 4 6 7 8

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

I Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
Perolehan penghargaan / tanda j asa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karvasatva

I 30 (trga puluh) tahun

2. 2O (dua puluh) tahun

3 l0 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas:

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Keglatan JenJang Jabatan di atas/dl bawah *f

1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ,.,....
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul ;

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penilai :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilal :

t.

2.

J.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG PEMBRIKSAAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Ker.1a

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
JUMLAH JUMLAH

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat ijazahlgelat

Doktor (S3)

Magrster (S2)

Sarjana/Diploma IV

Pendidikan dan pelatihan fungsional intehJen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatjhan (STTPL)

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81- 160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

M engiku tr pendidikan dan pelatihan praj abatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN

Pra Pemeriksaan

merumuskan kebijakan pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

merumuskan strategi penanganan tindak pidana
pencucian uang kepada seluruh pemangku

mengidentifrkasi dan mengeksplorasi modus baru yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang

Pen5rusunan Hasil Pemeriksaan

melakukan riviu atas usulan rekomendasi terkart
intersepsi atau penyadapan, analisis, audit,
penghentian sementara transaksi keuangan yang telah
disusun

PENGEMBANGAN PROFESI

Pembuatan Karya Tulis/Karya llmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A \IGKA KRED IT MEN RUT

INSTANSI PE NGUSUL IIM PEI' ILAI

I,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 4 6 7 8

a. dalam bentuk buku yang drterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitran / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku

b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan llmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) M enyamp aikan pra saran berupa tinj au an, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Prdana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2l Menerlemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat truku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l Membuat ketentuan pelaksanaan terkart Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengalar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencuctan
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 ja,rn pelatihan

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

1
I M engikuti ke giatan semin ar / lokakarya / konfe re n si terkait

Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagar:
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL TIM PENILAI
T,AMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 B

a Pemrasaran

b Moderator / Pemb ahas / Narasumber

c Peserta

2. Mengrkuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagar:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan da-lam organisasi profest

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional

1 Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilar Kineda Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan / tanda ; asa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karvasatva

1 30 (uga puluh) tahun

2. 2O (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

i
I Sarjana (S 1)/ Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (53)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butlr Kegiatan Jenjang Jabatan dt atas/dl bawah *)

1 2 3 4 5 6 7 I

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

t. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... ....

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .,.....

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

Iv Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(labatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penilai

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

NIP.

Ketua Tim Penilai,
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DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG RISET

Nomor:

MASA PENILAIAN :

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawar

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
JUMLAH

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat ijazahlgelar

Doktor (S3)

Magrster (S2)

Sarjana/ Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

Iamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antara 81- 160 jam

lamanya antara 31-80 jam
lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG RISET

Indeks Persepsi Publik Atas Tindak Pidana Pencucian Uang

merumuskan strategi implementatif berskala nasional
sebagai bentuk tindak lanjut hasil indeks

Laporan Hasil Riset

mengkaji current and emerging typologles on moneA
Iaundering and terrorist financing untuk referensi
internasional

National Risk Asses sment
merumuskan strategi implementatif berskala nasional
sebagai bentuk tindak lanjut hasil national nsk
assessment

Regional Risk Assessmenl
merumuskan strategi implementatif berskala
internasional sebagai bentuk tindak lanjut hasil
reaional nsk asses sment

PENGEMBANGAN PROFESI

Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A \GKA KRED T MEN RUT

INST ANSI PENGUSUL IIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH I,AMA BARU JUMLAH

2 3 4 6 7 8

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian I pengkalian I
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. da am bentuk buku
b. da am bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Arrti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyamparkan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaart
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

l) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional
2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

i) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkart Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengalar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transakst Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 ja,rn pelatihan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KRED T MEN JRUT

INSTANSI PENGUSUL fIM PENILAI

T,AMA BARU JUMT,AH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 B

B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keu angan

1 M en gikuti ke giatan se min ar / I okakary a / konferen si te rkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b M oderator / Pembahas/ Narasumber

C Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasr profest Nasional

1 Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota

E Perolehan penghargaan/ tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan larnnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

I Sarjana (S1)/Diploma IV

2. Pasca Sarlana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Keglatan Jenjang Jabatan dl atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunJang

6. dan seterusnya

NIP.

Iv Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penllai :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

(Nama Penilai Il
NIP

VI Catatan Ketue Tim Penllai

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(N am
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DAF*|AR USUL PBNILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA
BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan .,... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

1
I Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawar

T. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. Jabatan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
Lq,MA BARU JUMLAH I-AMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 6 7 I
I UNSUR UTAMA

1 PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mend apat ijazah/ gelar

1) Doktor (S3)

2) Magrster (52)

3) Sarjana/Diploma IV
B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang

keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

r) Iamanya lebih dari 960 jam

2l lamanya antara 641-960 jam

3) lamanya antara 481-640 jam

4l lamanya antara 161-480 jam

s) lamanya antara 81- 160 jam

6) lamanya antara 31-80 jam
7l lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

M en gikuti pendidikan dan pe latihan praj abatan

lPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG PENGAWASAN
KEPATUHAN

Merumuskan Grand Strategi Kebijakan Pengawasan
Kepatuhan

a. mengidentifikasikan tantangan nasional terkait
pengawasan kepatuhan

b. mengkomunikasikan tantangan nasional terkait
pengawasan kepatuhan kepada para pemangku
kepentingan

c. merumuskan strategi kebijakan pengawasan
kepatuhan

d. mengawasi pelaksanaan strategi pengawasan
kepatuhan

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitran / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. ldalam bentuk buku yang diterbitkan dan
I diedarkan secara nasional
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A VGKA KRED T MEN RUT

INST q,NSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

f 2 ? 4 5 6 7 tJ

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2\ Karya tulis ilmiah hasil penelrtian / pengkalian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:
a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Antr Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca,ra nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4l Karya tulis ilmiah berupa Linjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lzunnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

1) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2) Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh lnstansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

1) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2l Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencucran
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 jan pelatrhan

B Peran serta dalam seminar, Iokakarya, atau konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan

1 Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya /konferenst terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagar:

a Pemrasaran

b Moderator / Pembahas/ Narasumber

c Peserta



-240-

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KtrGIATAN
A NGKA KRED IT MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL fIM PE ILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMt.A,H
I z 4 5 6 7 8

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota

C Keanggotaan dalam organisasi profe si

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

I Pengurus aktif
2. Anggota aktif

D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilaj Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Transaksi Keuangan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan / tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana
Karyasatya

I 30 (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. 10 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

I Sarjana (S 1)/ Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan JenJang Jabatau di atas/dl bawah *)

I 2 3 4 5 6 J 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ....,..

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul

l.
2.

3.

4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilai :

l.
2.
.)

4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

(Nama Penilai II )

NIP

VI Catatan Ketua Tlm Penilei :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

NIP.

Ketua Tim Penilai,
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DAF"IAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI UTAMA

BIDANG HUKUM PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan. ... Tahun.

NO KETERANGAN PERORANGAN

t Nama

2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai

4. Tempat dan Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. JaLratan Analis Transaksi Keuangan / TMT

8. Masa Kerja golongan lama

9. Masa Kerja golongan baru

lo. Unit Kerla

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILA]
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

l 2 4 6 7 I
I UNSUR UTAMA

1 PENDIDIKAN

A Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah lgelat
r) Doktor (S3)

2l Magister (S2)

3) Sadana/Diploma IV

B Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL)

1) lamanya lebih dari 960 jam

2l lamanya antara 641-960 jam

3) lamanya antara 481-640 jam

4) lamanya antara 161-480 jam

s) lamanva antara 81-160 iam

6) lamanya antara 31-80 jam

7l lamanya kurang dari 30 jam

C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

M engikuti p endidikan dan pelatrhan praj abatan

lPendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III

2. ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BIDANG HUKUM
PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

A Peny'usunan Rumusan Kebijakan Hukum di Bidang Anti
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Mana.lemen
Internal

merumuskan kebrlakan strategrs dalam penJrusunan,
pelaksanaan, dan penanganan keberatan terkait
kebijakan di bidang anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme dan manajemen internal

B Bantuan Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme

merumuskan strategi implementatif terhadap
ketentuan internal sebagar bentuk tindak lanjut
laporan bantuan hukum

C Pen5rusunan Kajian Hukum di Bidang Anti Pencucian Uang
dan Pendanaan Terorisme

melakukan evaluasi laporan penelitian kajian hukum

3. PENGEMBANGAN PROFESI

A Pembuatan Karya Trrlis/Karya Ilmiah di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorism
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
A NGKA KRBD T MEN RUT

INST ANSI PENGUSUL IM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
l 2 ? 4 5 6 7 8

1) Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dinublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

2l Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pengkajian /
survei / evaluasi di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan:

a. dalam bentuk buku

b. dalam bentuk makalah

3) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
dioublikasikan:

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga
pengetahuan indonesia (LIPI)

4) Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri dalam bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan instansi yang bersangkutan:

a. dalam bentuk buku
b. dalam makalah

s) Tulisan ilmiah populer di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang
disebarluaskan melalui media massa

6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang
Anti Tindak Prdana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

B Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di
bidang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme

r) Terjemahan/ saduran di bidang Anti Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan seca-ra nasional

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional

2l Menerjemahkan/menyadur di bidang Anti Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:

a. dalam bentuk buku
b. dalam bentuk makaiah yang diakui oleh Instansi

yang berwenang
C Membuat buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau

ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi Keuangan

r) Membuat buku pedoman terkait Analisis Transaksi
Keuangan

2) Membuat ketentuan pelaksanaan terkait Analisis
Transaksi Keuangan

3) Membuat ketentuan teknis terkait Analisis Transaksi
Keuangan

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II PENUNJANG KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

A Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatthan
fungsional atau teknis Analisis Transaksi Keuangan

Mengajar/melatih di bidang Anti Tindak Pidana Pencuctan
Uang dan Pendanaan Terorisme setiap 2 1am pelatihan
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KtrGIATAN
A \IGKA KRED T MEN JRUT

INST ANSI PENGUSUL IIM PENILAI
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

3 4 5 6 I
B Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi terkait

Analisis Transaksi Keuangan

1 M en gikuti ke giatan seminar / I okakary a I konferensi terkait
Analisis Transaksi Keuangan setiap kali, sebagai:

a Pemrasaran

b M oderator / Pemb ahas / Narasumber

c Peserta

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah atau
delegasi dalam pertemuan nasional atau internasional
sebagai:

a Ketua

b Anggota
C Keanggotaan dalam organisasi profest

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional
II Pengurus aktif

2. Anggota aktif
D Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional
Analisis Tran saksi Keu angan

a Ketua

b Anggota
E Perolehan penghargaan / tanda j asa

Memp erole h Pen gh ar gaan / tanda j asa Satyalancana
Karyasatya

I 3O (tiga puluh) tahun

2. 20 (dua puluh) tahun

3. l0 (sepuluh) tahun
F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang
tugas :

I Sarjana (S 1) / Diploma IV

2. Pasca Sarjana (S2)

3. Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang Jabatan dl atas/dl bawah *)

t 2 3 4 5 6 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul )

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penilai :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilar I )

NIP

(Nama Penilai tl )

NIP

VI Catatan Ketua Tim Penllai

l-
2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

NIP.

am
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ANAK LAMPIRAN 4

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DI BIDANG PELAPORAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG PELAPORAN

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruangi TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan analisis transaksi keuangan di bidang pelaporan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8
I
2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN 5

PERATURAN BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA

RBPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2OI8
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DI BIDANG ANALISIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan analis transaksi

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG ANALISIS

keuangan di bidang analisis sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 I
1.

2.
3.
4.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 6

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONBSIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DI BIDANG KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menvatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan analis transaksi

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG KBRJASAMA

keuangan di bidang kerjasama sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 I
1

2.
3.
+.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 7

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

RBPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PBLAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DI BIDANG HUKUM ANTI CUCI UANG

SURAT PBRNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DI BIDANG HUKUM ANTI CUCI UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/ golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

Nama
NIP

Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan analisis transaksi keuangan di bidang hukum anti cuci uang
sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 B

1

2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN 8

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2OT8

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DI BIDANG PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menvatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan analisis

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KBUANGAN DI BIDANG PEMERIKSAAN

transak keuangan di bidang pemeriksaan sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 I
1

2.
3.
4.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 9

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DI BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KBGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DI BIDANG PENGAWASAN KEPATUHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan analisis
sebagai berikut:

transaksi keuangan di bidang pengawasan kepatuhan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 I
1.

2.
3.
4.
5.
dst
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ANAK LAMPIRAN 1O

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

RBPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TBLAH MELAKUKAN

KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DI BIDANG RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan analisis

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI BIDANG RISET

transak keuangan di bidang riset sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal
Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 8
1

2.
3.
4.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

""t '

Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 11

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/ golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golonganruang/TMT :.....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 B

1.

2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN 12

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONBSIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang

SURAT PBRNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Analis Transaksi Keuangan sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

JumIah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8
1

2.
3.
4.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

"', "||
Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 13

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2OI8
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/

TEKNIS ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PBNDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis Analis Transaksi Keuangan
sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

at 2 3 4 .5 6 7 8

I
2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN 14

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan *)

Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas
nama-nama, sebagai berikut:

NO NAMA/NIP JABATAN
PANGKAT/

GOLONGAN RUANG
UNIT KERJA

1

2

3

4

dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit kerja atau paling
rendah Pengawas*)

I\TID
Itll .

*) Tulis nama dan jabatannya
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ANAK LAMPIRAN 15

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkan di ,

Kepala Badan Kepegawaian Negara Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:
1. Peyabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi

Keuangan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Nama Lengkap
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; NIp. .

3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan;
5. Analis Transaksi Keuangan yang bersangkutan; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

KETERANGAN PERORANGAN

I Nama
2 NIP
3 Nomor Seri I{ARPEG
4 Panekat/ Golonsan ruans TMT
5 Tempat dan Tanseal lahir
6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan yans diperhitungkan angka kreditnya
8 Jabatan Fungsional/TMT

9 Masa Kerja Golongan
Lama
Baru

10 Unit Keria

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

A Pendidikan Sekolah

B Angka Kredit Penjenjangan
I UTAMA

a. Pendidikan dan pelatihan fungsional intelijen di bidang
keuangan dan mendapat Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
c. Kegiatan Analisis Transaksi Keuangan
d. Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

2 PENUNJANG
Kegiatan Penuniang Analis Transaksi Keuangan

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan

III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ...... . I
PANGKAT
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ANAK LAMPIRAN 16

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Transaksi Keuangan yang lowong,
Saudara NIP jabatan pangkatlgolongan rllang
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2OI8 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c, Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
Dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan jenjang .,.. ke dalam
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan jenjang dengan angka
kredit sebesar (..... ......,..)

KEDUA : ... .......**)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan

pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Kepala Biro Kepegawaianf Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN 17

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2OI8
TBNTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN
KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat,.,.. ....... Nomor... .. tanggal ........... perihal
usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
karena .....;**)

b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan
Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor l1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dari jabatan Analis Transaksi
Keuangan:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Jabatan :.....
e. Unit Kerja : .....

KEDUA : ... ...***)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya,

ditetapkan di ....
pada ianggal ... .... .. ..... .. ..

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan

pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu.
**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,

tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

"**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONBSIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI I(EUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAI(SI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa Saudara .. NIP .......pangkat/golongan ruang .... jabatan
., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam

Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama i.....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .,.,,
d. Unit kerja : .....
Dalam jabatan .. dengan angka kredit sebesar ( . )

KEDUA : ... ..,,.. **)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan

pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan");
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
*") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI

KEUANGAN

CONTOH

KEPUTU SAN PENY ESUAIAN / II/PASSING

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR
TENTANG

PENYESUAIAN//ITPASS/I{G DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP .

jabatan .... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Transaksi
Keuangan melalui penyesu aian I inpassing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2O17 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi l(euangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSI{AN:

Menetapkan :

KESATU : mengangkat:
a. Nama : ......
b. NIP :......
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ......
d. Unit Kerja : ,..,..
Terhitung mulai tanggal disesuaikanf inpassing dalam Jabatan Fungsional
Analis Transaksi Keuangan jenjang . , ... .. . . dengan angka kredit sebesar ..... (.... . )

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:
J. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analis Transaksi Keuangan

pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.


